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REPURCHASE AGREEMENT (REPO)  

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  

 

ABSTRAK 

Oleh: 

Hani Anisah 

NPM 14118314 

 Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan zaman 

yang semakin modern, lembaga keuangan seperti bank mulai mengelola 

keuangannya dengan melakukan transaksi di pasar uang. Salah satu transaksi yang 

ada di pasar uang yaitu menggunakan instrumen Repurchase Agreement atau 

biasa disebut Repo. Repo ini terdiri dari dua jenis yaitu classic repo dan sell/buy 

back repo. Classic repo adalah transaksi di pasar uang dimana bank syariah 

meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan jaminan surat berharga syariah, 

akad yang digunakan yaitu qard diikuti dengan rahn. Itu artinya ada dua akad 

dalam repo jenis ini. Sedangkan sell/buy back repo adalah transaksi jual beli surat 

berharga syariah yang ada dipasar uang dengan syarat bahwa surat berharga yang 

dijual harus dibeli kembali oleh penjual dengan harga dan waktu yang telah 

disepakati. Itu artinya ada syarat dan batasan waktu dalam jual beli jenis sell/buy 

back repo. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Repurchase 

Agreement (Repo) dalam perspektif ekonomi Islam. Manfaat penelitian ini secara 

teoretis mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

ekonomi Islam. Manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi lembaga keuangan Bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Liberary Research) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan sumber data skunder dan teknik pengumpulam data dokumentasi 

serta teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode 

berpikir deduktif 

 Hasil penelitian ini yaitu akad yang digunakan pada classic repo bukan 

merupakan jual beli dua akad yang dilarang oleh syariat. Adanya tambahan biaya 

pada saat pengembalian dana oleh peminjam bukan merupakan tambahan atas 

hutang melainkan biaya untuk pemeliharaan jaminan surat berharga. Pada sell/buy 

back repo adanya syarat barang yang dijual dibeli kembali bukan merupaka syarat 

yang dilarang syariat. Serta adanya batasan waktu untuk menciptakan perubahan 

temporer mendorong pertumbuhan uang beredar juga merupakan salah satu 

kebijakan pemerintah dalam rangka standing facilities yaitu fasilitas yang 

digunakan Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter syariah dalam 

mengendalikan inflasi. Kedua repo ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi 

syariah serta sesuai rukun dan syarat dalam jual beli. 
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MOTTO 

 

عْبِيِ عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيٍر  بِِ فرَْوَةَ عَنْ الشَّ
َ
فْيَانح عَنْ أ ناَ سح خْبَََ

َ
دح بْنح كَثيٍِر أ َمَّ ثَنَا مُح حَدَّ

ٌ وَبَيْ  ِ ٌ وَالَْْرَامح بَيّي ِ ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ الَْْلََلح بَيّي ح عَنهْح قَالَ قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ مَ رضََِِ اللََّّ ا نَهح
 عَََ 

َ
أ ترَْكَ وَمَنْ اجْتَََ

َ
ثمِْ كََنَ لمَِا اسْتبََانَ أ بيهَِ عَلَيهِْ مِنْ الِْْ شْتبَهَِةٌ فَمَنْ ترََكَ مَا شح ورٌ مح مح

ح
 أ

ِ مَنْ يرَْتَعْ حَوْلَ  نْ يحوَاقعَِ مَا اسْتَبَانَ وَالمَْعَاصِِ حِمََ اللََّّ
َ
وشَْكَ أ

َ
ثمِْ أ كُّ فيِهِ مِنْ الِْْ مَا يشَح

نْ يحوَاقعَِهح الْْمََِ 
َ
  يحوشِكح أ

 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan 

kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir 

radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang 

halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya 

ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan 

perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah 

meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak 

berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada 

perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka 

siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada 

larangan tersebut". 

(H.R. Bukhari) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya kegiatan ekonomi amat penting peranannya dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan 

waktu dan pertumbuhan perekonomian serta kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, lembaga keuangan seperti bank mulai mengelola 

keuangannya dengan melakukan transaksi di pasar uang.  

Pasar uang (money market) adalah mekanisme untuk 

memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang 

dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak 

pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua 

memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu 

dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan 

memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan 

memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.1 Adapun pihak-

pihak yang terlibat dalam pasar uang seperti yang disebutkan di atas, pertama 

adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan 

nonbank yang kebetulan membutuhkan dana, yang segera harus dipenuhi 

untuk kepentingan tertentu. Kedua adalah pihak yang menanamkan dana atau 

pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan nonbank dengan 

                                                           
1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

208. 
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tujuan investasi di pasar uang.2 Para pelaku pasar uang terdiri dari bank 

komersial, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta yang bergerak di 

bidang keuangan yang terkait erat dengan pemerintah.3 

Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif, khususnya bagi 

lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan 

peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun 

untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya.4 Yang dimaksud 

dengan kelebihan dana likuiditas adalah lembaga-lembaga keuangan yang 

mempunyai kelebihan dana dalam bentuk dana segar, baik berupa kas 

maupun dalam bentuk surat-surat berharga dengan jangka waktu satu tahun. 

Surat-surat berharga yang berjangka waktu satu tahun diperjual 

belikan di pasar uang. Untuk pihak yang surplus maka membeli surat 

berharga ini untuk memanfaatkan dananya yang idle serta memperoleh 

keuntungan sedangkan untuk pihak deficit menjual surat berharga demi 

memperoleh dana untuk memperbaki kemampuan likuiditas. Bertalian erat 

dengan hal tersebut transaksi jual beli merupakan aktivitas utama dalam pasar 

uang, salah satu transaksi jual beli di pasar uang adalah menggunakan 

instrument Repurchase Agreement (REPO). 

Ada begitu banyak model jual beli yang kita dapatkan pada era 

globalisasi sekarang ini. Jual beli yang terjadi bervariasi dan selalu hadir 

dengan model dan pola bermacam-macam. Salah satu jual beli yang ada 

                                                           
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), Ed. Revisi, Cet. 5, h. 205. 
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 208. 
4 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, 

(Jakarta: Kencana, 2009), h. 235-236. 
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dalam kehidupan sekarang ini adalah jual beli yang ada di pasar uang yaitu 

repurchase agreement. Kegiatan jual beli memang bukan merupakan hal baru 

dalam Islam, jual beli sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun 

kegiatan jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, syariah bukan saja 

menyeluruh atau komperhensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti 

syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) 

maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna syari’ah Islam 

dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. jelas 

terutama pada bidang muamalah mempunyai cakupan luas dan fleksibel.5 

Sesungguhnya jual beli yang disyariatkan harus dengan dasar suka sama suka 

seperti dalam firman Allah 

ِينَ ءَامَنحواْ لََ  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ونَ  تجََِٰرَةً يََٰٓ ن تكَح

َ
ٓ أ م بٱِلۡبََٰطِلِ إلََِّ م بيَۡنَكح َٰلَكح مۡوَ

َ
لحوٓاْ أ كح

ۡ
تأَ

مۡ رحَِيمٗا  َ كََنَ بكِح مۡۚۡ إنَِّ ٱللََّّ سَكح نفح
َ
مۡۚۡ وَلََ تَقۡتحلحوٓاْ أ ِنكح  عَن ترََاضٖ مي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”6 

 

Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual beli dengan janji 

beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.7  Dalam setiap 

transaksi REPO melibatkan dua pihak. Pertama, penyedia dana (buyer) dan 

yang kedua pengguna dana (seller). Penyedia dana (buyer) mengikat kontrak 

                                                           
5 M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

h. 4. 
6Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah An-Nisa ayat 29, (Bandung: 

Diponegoro, 2005), h. 223. 
7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 pasal 1 Ayat 1 
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dengan pengguna dana (seller) dimana buyer bersedia membeli efek sesuai 

kontrak, dan seller secara simultan setuju untuk membeli kembali efek yang 

dijualnya. Pada tanggal yang ditentukan dan harga yang sudah pasti.8 Di 

Indonesia jenis transaksi repo dikenal dua macam yaitu:9 

1. Classic Repo 

Dalam transaksi ini Kepemilikan terhadap surat berharga tidak berubah 

sehingga peminjam tetap menjadi pemilik dari surat berharga yang 

bersangkutan, sedangkan si pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan 

surat berharga yang dimaksud selain dari pada menyimpannya sebagai 

jaminan oleh karena ia bukanlah pemilik dari pada surat berharga tersebut. 

Apabila dalam masa transaksi repo ada pembayaran kupon, maka hak 

penerimaan kupon tersebut akan diberikan kepada si peminjam dari surat 

berharga yang dimaksud. 

Dalam transaksi Repo syariah dengan jenis ini, BUS (Bank Umum 

Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) meminjam dana kepada Bank 

Indonesia dengan agunan (collateralized borrowing) surat berharga 

syariah. Dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah qard yang diikuti 

dengan rahn.10  

 

 

                                                           
8Ferdinand Butarbutar, “Transaksi Repurchase Agreement” dalam JURNAL 

AKUNTANSI, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan), Volume 4, No 2/Mei 2014, h. 94. 
9 Aljefri Febrizarli, dkk, “Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) 

Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuditasya dengan SKEMA Mini Master 

Repurchase Agreement (Mini MRA)” dalam JURNAL AKUNANSI, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2014), h. 10. 
10 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 219 
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2. Sell/buy back Repo 

Dalam transaksi ini dilakukan dengan dasar pemindahan kepemilikan 

surat berharga. Dengan demikian dalam hal penjual telah menjual surat 

berharga kepada pembeli untuk kemudian dibeli kembali olehnya pada 

suatu waktu tertentu, maka kepemilikan surat berharga telah beralih 

kepada pemberi pinjaman pada saat transaksi penjualan surat berharga. 

Apabila selama transaksi repo berlangsung terdapat pembayaran kupon 

atas surat berharga maka hak atas penerimaan kupon tersebut diberikan 

kepada si peminjam selaku pemilik surat berharga. Dalam transaksi repo 

syariah dengan jenis  ini BUS atau UUS menjual surat berharga syariah 

kepada Bank Indonesia dengan syarat surat berharga tersebut akan dibeli 

kembali dengan waktu dan harga yang telah ditentukan.11  

Transaksi repo merupakan kegiatan muamalah, transaksi ini menarik 

untuk dibahas karena pertama dalam classic repo  transaksi ini menggunakan 

multi akad yaitu akad nya lebih dari satu qard  yang diikuti dengan rahn. 

Padahal dalam Islam jual beli menggunakan dua akad itu dilarang seperti 

dalam hadits  

بِِ سَلمََةَ عَنْ 
َ
دِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ أ َمَّ لَيمَْانَ عَنْ مُح ثَنَا عَبدَْةح بْنح سح ثَنَا هَنَّادٌ حَدَّ حَدَّ

ح عَلَيهِْ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ولح اللََّّ رَيرَْةَ قَالَ نَهََ رسَح بِِ هح
َ
 12سَلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيِّْ فِِ بَيعَْةٍ أ

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan 

kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 

RA ia berkata “Rasulullah melarang dua akad dalam suatu proses jual beli” 

Shahih Misykat (2868) dan Al Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi). 

                                                           
11 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 295. 
12Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (Digital Library, 

2009), h. 12. 
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Dalam hadits tersebut Rasulullah melarang jual beli dengan dua akad 

sekaligus.  

Kedua dalam sell/buy back repo memiliki syarat yaitu waktunya 

dibatasi dan surat berharga yang telah dijual harus dibeli kembali oleh 

penjual, dengan harga yang telah ditetapkan. Padahal Rasulullah melarang 

jual beli yang diikuti dengan syarat, seperti dalam hadits 

و  ثَنَا عَمْرح يُّوبح قاَلَ حَدَّ
َ
ثَنَا أ لَيَّةَ قاَلَ حَدَّ ثَنَا ابْنح عح يُّوبَ قاَلَ حَدَّ

َ
ناَ زيَِادح بْنح أ خْبَََ

َ
أ

ِ بْنَ عَمْرٍو قاَلَ قاَلَ  بيِهِ حَتََّّ ذَكَرَ عَبدَْ اللََّّ
َ
بِِ عَنْ أ

َ
ثنَِِ أ عَيبٍْ قاَلَ حَدَّ بْنح شح

ح عَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ولح اللََّّ يهِْ وسََلَّمَ لََ يََلُِّ سَلَفٌ وَبَيعٌْ وَلََ شََْطَانِ فِِ بَيعٍْ وَلََ ربِحْح رسَح
 13مَا لمَْ يحضْمَنْ 

“Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia berkata; telah menceritakan 

kepada kami Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 

Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya 

hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru, ia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal jual beli dengan syarat 

diberi hutang, dua syarat dalam jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum 

ditanggung." (H.R. An-Nasa’i). 

Dalam sell/buy back repo ada waktu yang ditentukan, dalam buku 

karangan Abdullah Al Mushlih dan Shaah Ash-Shawi bahwa salah satu syarat 

dari jual beli adalah tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual 

barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.14 

 Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uaraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk membahas repurchase agreement (Repo) dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

                                                           
13 Abu Ahmad, Hadits Sunan An-Nasa’i, (Digital Library, 2009), h. 44. 
14 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, terjm Abu 

Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 118 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana repurchase agreement (REPO) dalam perspektif ekonomi Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui repurchase agreement dalam perspektif ekonomi Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan 

rujukan bagi penelitian berikutnya tentang repurchase agreement dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi lembaga keuangan bank atau non bank dalam 

melakukan transaksi repurchase agreement. 

E. Penelitian Relevan 

1. Skripsi Anwar Saleh Alyasir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta “Repurchase Agreement (REPO) studi tentang 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang 

Repurchase Agreement (REPO) Surat Berharga Syariah”, dalam skripsi ini 

membahas kedudukan fatwa, ruang lingkup kinerja, mekanisme kerja dan 

fungsi fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

Repurchase Agreement dengan kesimpulan bahwa dalam menetapkan 

fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

Repurchase Agreement dengan mendasarkan Al-Qur’an, hadits, ijma dan 

kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama. Dalil Al-Qur’an yang 
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dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan jual beli 

surat Al-Baqarah ayat 275. Sehingga repurchase agreement (REPO) 

bukan lah akad bersyarat yang dilarang oleh nabi.15 

2. Skripsi Sholikati Baruro Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausa 

Transaksi Repurchase Agreement (REPO) SBIS pada Bank Indonesia 

Surabaya”, dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme Repurchase 

Agreement (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya ditinjau dalam 

hukum Islam dengan kesimpulan bahwa dalam hukum Islam transaksi 

REPO SBIS syari’ah (jual beli bersyarat) diperbolehkan karena dalam 

transaksi REPO SBI Syari’ah akad yang digunakan adalah sesuai dengan 

syara’. Sebagaian ulama mengatakan transaksi REPO tidak diperbolehkan, 

dikarenakan dalam praktiknya ditemukan adanya unsur riba yang berlipat 

ganda. Dengan tambahan pada nilai nominal (harga awal) yang diukur 

dengan jangka waktu sebagai imbal hasil pada investor pemberi utang.16 

3. Skripsi Hendrik Tanjaya Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

“Transaksi Jual Beli Saham dengan hak membeli kembali (repo) di pasar 

modal”, dalam skripsi ini membahas mengenai mekanisme transaksi repo, 

ketentuan dalam perjanjian repo saham, dan masalah hukum yang 

mungkin timbul dalam transaksi repo. Dengan kesimpulan bahwa 

                                                           
15Anwar Saleh Alyasir“Repurchase Agreement (REPO) studi tentang Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repurchase Agreement (REPO) Surat 

Berharga Syariah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

tahun 2015. 
16 Sholikati Baruro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausa Transaksi Repurchase 

Agreement (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2009. 
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terjadinya Transaksi Repo sama dengan transaksi utang dengan jaminan 

(secured loan). Mengingat di dalam Transaksi Repo jaminan saham tidak 

dibuatkan gadai saham secara khusus dan belum ada sistem yang 

dikeluarkan oleh SRO khusus untuk Transaksi Repo saham maka 

penyendirian jaminan saham dilakukan dengan memindahkan saham 

jaminan dari sub rekening efek Penjual kepada sub rekening efek Pembeli 

pada Perusahaan Efek yang bersangkutan.17 

4. Skripsi Isti Oktafiani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Lampung, “Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pembelian Kembali (Buy 

Back) Saham Pada Seluruh Perusahaan Di Seluruh Sektor Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam skripsi ini membahas tentang 

Abnormal Return (selisish antara penghasilan sebenarnya dengan 

penghasilan yang diharapkan) sebelum dan sesudah terjadinya terjadinya 

sell buy back, serta melihat adanya perubahan tentang Trading Volume 

Activity (TVA) sebelum dan sesudah terjadinya sell buy back. Dengan 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji beda dua rata-rata 

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman sell buy back 

dan pada trading volume activity juga tidak ditemukan perbedaan yang 

signifikan setelah adanya pengumuman sell buy back. 

Dari uraian penelitian relevan di atas, penelitian yang dilakukan 

oleh penulis memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang repurchase 

                                                           
17 Hendrik Tanjaya, “TransaksiJual BELI Saham dengan Hak Membeli Kembali (REPO) 

Di Pasar Modal”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2010. 
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agreement namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian ini penulis lebih menekan kan pada 

repurchase agreement yang ada di pasar uang yang ditinjau dari perspektif 

ekonomi Islam. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Bila ditinjau dari sudut tempat penelitian dilakukan terutama 

dalam rangka pengumpulan data, jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan (Liberary Research) kegiatan penelitian ini 

dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Baik di 

perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang 

dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku. Tetapi dapat juga 

berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran-koran, dan 

lain-lain. Berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan 

berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-

gagasan yang dapat dipergunakan untuk menganalisa memecahkan 

masalah yang diselidiki.18 Dalam hal ini yang diteliti adalah 

Repurchase agreement dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

 

                                                           
18 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University press, 2012), h. 33. 
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b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Metode 

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau 

sebagaimana adanya.19 Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.20 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penelitian deskriptif-

kualitatif dalam penulisan penelitian ini adalah menggambarkan fakta 

apa adanya dengan cara yang sistematis, yang mengasilkan data tertulis 

dari objek yang diteliti yaitu mengenai Repurchase agreement dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan data-data yang diperoleh yang berkaitan 

dengan penelitian. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka 

sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.  Apabila 

penelitian menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatlah yang 

menjadi sumber data, sedang isi catatan merupakan subjek penelitian atau 

variabel penelitian.21 

                                                           
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), h. 67. 
20 Ibid, h. 3. 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), Ed. Rev., cet. 14, h.172. 



12 
 

 
 

Berdasarkan penelitian pustaka maka sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Sumber data skunder, sumber data skunder 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul.22 

Dalam penelitian ini bahan primer adalah Literatur yang menjadi bahan 

utama atau bahan pokok, yaitu, Surat Edaran No. 17/45/DPM Tanggal 16 

November 2015 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan Bank Indonesia Dalam 

Rangka Standing Facilities Syariah, Surat Edaran No. 17/42/DPM 

Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase 

Agreement Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank 

Indonesia Dalam Rangka Standing Facilities Syariah, buku Andri 

Soemitra Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Dahlan Siamat 

Manajemen Lembaga Keuangan, Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-

Shawi Fiqh Ekonomi Keuangan, Martono, Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, Jurnal Aljefri Febrizarli, dkk, “Aspek Hukum Transaksi 

Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk 

Memenuhi Likuditasya dengan SKEMA Mini Master Repurchase 

Agreement (Mini MRA), Jurnal Ferdinand Butarbutar, “Transaksi 

Repurchase Agreement”, Buku panduan ICMA (International Capital 

Market Association), Najamuddin. “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah”. dalam jurnal syari’ah. Universitas Islam 

Indragiri Tembilahan. Volume 2, No.2/Oktober 2013. 

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemenen, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376. 
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 Bahan skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 

pembahasan yang diteliti atau sebagai penunjang bahan primer seperti 

buku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 

Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa 

Keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 

Tentang Repurchase Agreement (REPO) Surat Berharga Syariah,, 

Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terj. 

Fundamental of Islamic Economic Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas 

Ilmu Ekonomi Islam dari judul asli Islam, Economics, and Society, 

Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: 

Analisis Komparatif Terpilih.  dan jurnal ekonomi serta bahan tersier yang 

diperoleh dari media internet, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.23  

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku buku tetang 

                                                           
23 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Ed. Rev., cet. 14, 

h. 274. 
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pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan. Oleh karena dalam setiap penelitian tidak 

pernah terlepas dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi 

kepustakaan ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian kualitatif teknik 

ini berfungsi debagai alat pengumpul data utama.24 Dalam metode 

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data skunder yakni dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini, khususnya tentang repurchase agreement. 

 

4. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah teknis analisis kualitatif, teknis analisis data dilakukan terhadap 

data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data 

kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, 

uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya 

untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga 

memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah 

ada. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, 

bukan berupa angka-angka statstik atau angka lainnya.25 

Adapun metode berfikir yang penulis gunakan dalam merumuskan 

kesimpulan akhir tulisan ini adalah cara berfikir deduktif yang berangkat 

dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Bertolak dari 

                                                           
24 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, h. 4. 
25 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

2004), h.106. 
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proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan 

berakhir pada sebuah kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat 

khusus.26 

Dengan begitu penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kualitatif terhadap data berupa informasi tentang repurchase agreement 

kemudian dikaitkan dengan data lain tentang jual beli yang sesuai dengan 

syari’ah untuk mendapatkan kejelasan tentang repurchase agreement 

dalam perspektif ekonomi Islam kemudian menggunakan cara berfikir 

deduktif untuk penarikan kesimpulan dari umum ke khusus sehingga apa 

saja yang dipandang benar pada jual beli pada umumnya yang sesuai 

dengan syari’ah maka berlaku juga sebagai hal yang benar pada 

Repurchase Agreement dalam perspektif ekonomi Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

h. 36. 



 

 

BAB II 

JUAL BELI DAN EKONOMI ISLAM 

 

A. Jual Beli 

1. Pengertian jual beli 

Secara etimologis, jual beli bermakna memiliki dan membeli.27 jual 

beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).28. Adapun jual 

beli secara terminologis adalah tukar menukar harta dengan harta, 

biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama 

suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.29 

Adapun jual beli menurut terminologi para ulama fiqh berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya, antara lain:30 

a. Uama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua 

pengertian. Pertama, bersifat khusus yatu menjual barang dengan 

mata uang (emas dan perak). Kedua, brsifat umum yaitu 

mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. 

b. Ulama malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua 

pengertian. Pertama, bersifat umum yang mencakup seluruh macam 

kegiatan jual beli. Jual beli dalam pengertian umum adalah 

perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan 

dan kenikmatan, maksud tukar menukar adalah ikatan yang 

mengandung pertukaran kedua belah pihah. Maksud bukan 

kemanfanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau 

benda. Adapun maksud bukan kenikmatan adalah objeknya bukan 

suatu barang yang memberikan kelezatan. Kedua, bersifat khusus 

yang mencakup beberapa macam jual beli. Pengertian jual beli 

dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta 

niaga dengan mata uang. 

                                                           
27 Nizaruddin, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 89 
28 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73. 
29 Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), h. 

19. 
30 Siah Khisyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 

47-48. 
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c. Ulama Syafi’iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai 

mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu 

ikatan yang mendandung pertukaranharta dengan harta yang 

dikehendaki dengan tukar-menukar. 

d. Ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta 

dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan 

secara hukum utuk selamanya bukan pemberian manfaat tersebut 

bukan riba serta bukan bagi hasil. 

 

2. Rukun Jual beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’, adapun rukun 

dalam jual beli antara lain:31 

a. Akad yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum 

dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul 

menunjukan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan 

lisan maupun tulisan 

b. Orang-orang yang berakad (aqid), Ada dua pihak yaitu bai’ (penjual) 

dan mustari (pembeli) 

c. Ma’qud alaih (objek akad) atau benda-benda yang diperjual belikan 

adalah yang bermanfaat menurut syara’. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 

tiga syarat antara lain bisa menyimpan nilai (store of value), bisa 

menilai atau menghargakan suatu barang (unit of  account) dan bisa 

dijadikan sebagai alat tukar (medium of exchange) 

 

                                                           
31 Nizaruddin, Fiqh Muamalah, h. 91-92. 
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3. Syarat-syarat sah jual beli 

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi 

pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih 

dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dengan pembeli, dan ada 

kaitan dengan objek yang diperjual belikan. 

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus 

memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi 

yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi 

yag dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang 

yang dipaksa. 

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual beli yakni sebagai 

berikut:32 

a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, 

dan merupakan pemilik penuh salah satu pihak. 

b. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti 

darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut 

syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang 

dikecualikan selain ikan dan belalang. Ddari jenis darah juga tidak ada 

yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa.  

c. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh,  

d. Mengetahui objek yag diperjualbelikan dan juga pembayarannya 

                                                           
32 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, terjm Abu 

Umar Basyir, h. 118. 
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e. Tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual barang untuk 

jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. 

Selain itu pendapat lain mengenai syarat jual beli ada empat macam 

yaitu;33 

a. Syarat terkait ijab qabul yaitu Jangan ada yang memisahkan, pembeli 

jangan diam saja setelah penjual menyatakan dan sebaliknya dan 

jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan Kabul, 

b. Syarat terkaid barang yang diperjualbelikan yaitu benda harus suci 

(tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang 

lainnya), memberikan manfaat, jangan ditaklikan atau digantungkan 

kepada hal-hal lain (seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepada 

mu), tidak dibatasi waktunya (seperti kujual motor ini kepada tuan 

selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak 

dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’, Dapat diserahkan dengan 

cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari 

dan tidak dapat ditangkap lagi, milik sendiri, dan dapat dilihat, 

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang 

lainnya. 

c. Syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu baligh, berakal agar 

tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang 

bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. 

                                                           
33 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 71-74 
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4. Dasar Hukum Jual beli 

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum yang 

jelas baik al-Qur’an dan al-sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum 

muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi 

menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong 

menolong. 

a. Dasar dalam al-Qur’an 

يۡطََٰنح  هح ٱلشَّ ِي يَتَخَبَّطح ومح ٱلََّّ ونَ إلََِّ كَمَا يَقح ومح ْ لََ يَقح ا ِبَوَٰ لحونَ ٱلري كح
ۡ
ِينَ يأَ ٱلََّّ

 ِ َٰلكَِ ب ۚۡ ذَ ِ مَ مِنَ ٱلمَۡسي ح ٱلَۡۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللََّّ
َ
ْْۗ وَأ ا ِبَوَٰ ْ إنَِّمَا ٱلَۡۡيۡعح مِثۡلح ٱلري حوٓا مۡ قاَل نَّهح

َ
أ

 ِِۖ ٓۥ إلََِ ٱللََّّ هح مۡرح
َ
ۥ مَا سَلَفَ وَأ بيهِۦِ فَٱنتَهَََٰ فَلهَح ِن رَّ ْۚۡ فَمَن جَاءَٓهحۥ مَوعِۡظَةٞ مي ا ِبَوَٰ ٱلري

صۡحََٰبح ٱلنَّارِ  
َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ح
ونَ  وَمَنۡ عََدَ فَأ مۡ فيِهَا خََٰلِِح    هح

Artinya “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gilaKeadaan mereka yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 

beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.”34 

 

 ِ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ونَ يََٰٓ ن تكَح

َ
ٓ أ م بٱِلۡبََٰطِلِ إلََِّ م بيَۡنَكح َٰلَكح مۡوَ

َ
ْ أ لحوٓا كح

ۡ
 ينَ ءَامَنحواْ لََ تأَ

مۡۚۡ إنَِّ  تجََِٰرَةً عَن ترََاضٖ  سَكح نفح
َ
ْ أ مۡۚۡ وَلََ تَقۡتحلحوٓا ِنكح مۡ رحَِيمٗ مي َ كََنَ بكِح  اٱللََّّ

 

                                                           
34 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Baqarah ayat 275, 

(Bandung: Diponegoro, 2005), h 164 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”35 

 

b. Al-hadits 

Hadits pertama:  

مَرَ قال ِ  :عن ابنْ عح ول اللَّي لٌ لرِسَح دَْ ح ذَكَرَ رجَح نَّهح خْح
َ
 صلَّ اللَّح عَلَيهِْ وسََلَّمَ أ

لْ لََ  ول اللَِّ صلَّ اللَّح عَلَيهِْ وسََلَّمَ مَنْ باَيَعْتَ فَقح فِِ الْۡحيحوِ  فَقَالَ سح
ولح لََ خِيَابةََ   36خِلََبةََ فكَََنَ إذَِا باَيَعَ يَقح

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ada seorang lelaki bercerita kepada 

Rasulullah SAW bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka 

Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa pun yang kamu ajak untuk 

melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, 'Tidak boleh ada 

tipu-menipu (dalam jual beli).'" Sejak saat itu, apabila akan 

mengadakan transaksi jual beli, maka ia mengatakan, Tidak ada tipu-

menipu dalam jual beli.” (H.R Muslim) 

 Hadits kedua:  

بِِ سَلمََةَ 
َ
دِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ أ َمَّ لَيمَْانَ عَنْ مُح ثَنَا عَبدَْةح بْنح سح ثَنَا هَنَّادٌ حَدَّ حَدَّ

بِِ 
َ
ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيِّْ فِِ  عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ولح اللََّّ رَيرَْةَ قَالَ نَهََ رسَح هح
 37بَيعَْةٍ 

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman 

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu 

Salamah dari Abu Hurairah RA ia berkata “Rasulullah melarang dua 

akad dalam suatu proses jual beli” Shahih Misykat (2868) dan Al 

Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi). 

 

 

 

                                                           
35Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah An-Nisa ayat 29 , 

(Bandung: Diponegoro, 2005), h. 223. 
36Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, (digital 

Library, 2009), h. 36 
37Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (digital library, 

2009), h. 12. 
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Hadits ketiga: 

خْبَََ 
َ
ثَنَا أ يُّوبح قَالَ حَدَّ

َ
ثَنَا أ لَيَّةَ قاَلَ حَدَّ ثَنَا ابْنح عح يُّوبَ قَالَ حَدَّ

َ
ناَ زيَِادح بْنح أ

ِ بْنَ عَمْرٍو  بيِهِ حَتََّّ ذَكَرَ عَبدَْ اللََّّ
َ
بِِ عَنْ أ

َ
ثنَِِ أ عَيبٍْ قاَلَ حَدَّ و بْنح شح عَمْرح

ح عَلَيهِْ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ولح اللََّّ سَلَّمَ لََ يََلُِّ سَلَفٌ وَبَيعٌْ وَلََ شََْطَانِ قاَلَ قاَلَ رسَح
 38فِِ بَيعٍْ وَلََ ربِحْح مَا لمَْ يحضْمَنْ 

“Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Ayyub, ia berkata; telah menceritakan 

kepada kami 'Amru bin Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan 

kepadaku ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 

'Amru, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam 

jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung." (H.R. An-

Nasa’i). 

 

5. Jual Beli yang Dilarang 

Berikut ini beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam: 

a. Jual Beli dengan Syarat 

Syariat Islam yang suci telah memerintahkan ditunaikannya 

akad dengan komitmen yang menjadi persyaratan janji tersebut kecuali 

apabila syarat itu berbentuk menghalalkan yang haram dan 

mengharamkan yang halal.39 Allah SWT berfirman 

              …. 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”  40 

 

                                                           
38 Abu Ahmad, Hadits Sunan An-Nasa’i, (digital library, 2009), h. 44. 
39 Abdullah Al-Mushlih dan Sahalah Ash-Shawi,Fiqh Ekonomi Keuangan , terj. Abu 

Umar Basyir, h. 95. 
40 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Maidah ayat 1, 

(Bandung: Diponegoro, 2005), 
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Nabi SAW bersabda, 

وَ باَطِلٌ  ِ فَهح  .…مَا كََنَ مِنْ شََْطٍ ليَسَْ فِِ كتَِابِ اللََّّ
“…Setiap persyaratan yang tidak ada dalam kiabullah, maka itu 

bathil”41 

 نَهََ عَنْ شََْطَيِّْ فِِ بَيعٍْ …

“…bahwa Nabi SAW melarang dua syarat dalam jual beli”42  

Melihat hadits di atas maka persayaratan jual belli dibagi 

menjadi dua yaitu persyaratan yang dibenarkan agama dan persyaratan 

yang dilarang agama. Adapun persyaratan yang dibenarkan agama 

misalnya:43 

1) Persyaratan yang sesuai akad dengan tuntutan akad, contohnya 

Seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual 

agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat 

sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli 

maupun tidak, akan tetapi persyaratan disini bisa bertujuan 

sebagai penekanan. 

2) Persyaratan tausiqiyah, yaitu penjual mensyaratkan pembeli 

mengajukan dhamin (penjamin/guarantor) atau barang agunan. 

Biasanya untuk jual beli ini tidak tunai (kredit).  Dan bila mana 

pembeli terlambat mmenuhi angsuran, maka penjual berhak 

menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang 

agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang 

tersebut. 

3) Persyaratan waashfiyah, yaitu pembeli mengajukan persyaratan 

kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran 

misalnya, pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya 

hijau atau pembayarannya tidak tunai. 

4) Persyaratan taqyidiyyah, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal 

yang bertentangan dengan kewenangan pemiliknya. Misalnya, 

                                                           
41 Abu Ahmad, Kitab Shahih Bukhari, (digital library, 2009), h. 73. 
42 Abu Ahmad, Hadits Sunan An-Nasa’i, (digital library, 2009), h. 44. 
43 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 111 
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penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke 

orang lain karena tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak 

menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan 

dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapat tetangga yang 

kurang baik. 

5) Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam 

satu akad. Misalnya, penjual berkata, “saya jual mobil ini 

kepadamu seharga Rp. 40.000.000 dengan syarat anda jual rumah 

anda kepada saya seharga Rp. 150.000.000 persyaratan ini 

dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad qard. 

Para ulama mengecualikan sebagian bentuk aplikasinya 

yang kemudian mereka bolehkan, seperti menjual budak wanita 

dengan syarat harus dibebaskan, karena ajaran syariat memang 

menginginkan sekali budak wanita dibebaskan. Atau seorang 

penjual yang memberi persyaratan agar objek jualan itu 

diwakafkan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu termasuk 

amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam.44 

Adapun persyaratan yang dilarang agama, misalnya: 

1) Persyaratan yang menggabungkan akad qard dengan ba’i, 

misalnya pak Ahmad meminjam uang kepada Pak Khalid 

sebanyak Rp. 50.000.000 dan akan dikembalikan dalam jumlah 

yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada 

pak Ahmad dengan harga Rp. 30.000.000. Persyaratan ini 

hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena 

harga mobil mengingat pinjaman yang akan diberikannya. 

Rasulullah SAW bersabda :”Tidak dihalalkan menggabung akad 

pinjaman uang dengan akad ba’i” (H.R. Abu Daud) 

2) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad, misalnya 

seorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak 

berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan 

tujuan akad, karena tujuan akad ba’i adalah berpindah 

kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan 

adanya persyaratan ini maka akad ba’i menjadi semu.  

                                                           
44 Abdullah Al-Mushlih dan Sahalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan , terj. Abu 

Umar Basyir, h. 95. 
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Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai 

transaksi jual beli kepada persyaratan yang disyariatkan dan yang 

tidak di syariatkan. Berikut ini beberapa pendapat tentang jual beli 

dengan syarat: Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam 

hadits tentang menjual dengan syarat, bahwa syarat disitu adalah 

yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang 

menyebabkan rusaknya harga jual. 45  Syarat bertentangan dengan 

konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual 

mensyaratkan terhadap pembeli agar tidak menjual kembali 

dagangannya itu kepada orang lain, atau agar si pembeli tidak 

mengenakan barang belanjaannya itu, atau agar ia tidak 

mengendarainya, tidak meninggalinya dan tidak menyewakannya. 

Atau bila si pembeli menjual kembali barangnya itu, maka si 

penjual yang lebih berhak mengambil keuntungannya. 46 

Syarat yang menyebabkan rusaknya harga adalah seperti 

persyaratan dari salah satu pihak untuk meminjamkan objek jualan. 

Karena hal itu dapat menyebabkan ketidakjelasan harga barang, 

atau bisa juga menggiring kepada semacam riba, bila dilihat dari 

sisi pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Karena penentuan 

harga menjadi tidak adil karena pertimbangan peminjaman barang 

tersebut.47 

Persyaratan dari salah satu pihak misalanya syarat 

peminjaman itu dari pembeli, jelas itu merusak harga, karena 

menyebabkan ketidakjelasan harga barang karena bertambah. 

Peminjaman barang itu sendiri termasuk harga yang tidak 

diketahui. Jika seandainya persyaratan peminjaman itu berasal dari 

penjual, itu juga menyebabkan rusaknya harga karena terjadinya 

pengurangan. Karena peminjaman yang dilakukan oleh penjual itu 

masuk dalam harga yang tidak diketahui. 

Kalangan Hanbaliyah menafsirkan syarat yang dilarang itu 

sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian 

atau persyaratan yang menghilangkan konsekuensinya. Atau 

persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi tergantung. 

Syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian adalah 

sebagaimana telah dicontohkan di atas, seorang penjual yang 

memberi syarat kepada pembeli agar tidak menjual, memberikan, 

membebaskan barang jualannya, dan sejenisnya yakni segala 

persyaratan yang menghalangi pembeli untuk secara bebas 

menggunakan hasil belanjaannya.48 

Syarat yang melenyapkan konsekuensi perjanjian adalah 

seperti seorang pelaku memberi persyaratan kepada pihak lain 

                                                           
45 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, terjm Abu 

Umar Basyir, h. 95. 
46 Ibid, h. 95.  
47 Ibid, h. 95. 
48 Ibid, h. 96. 
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sebuah bentuk perjanjian tersendiri lagi, seperti perjanjian jual beli, 

perjanjian as-salam, perjanjian peminjaman, penyewaan, 

kerjasama dan sejenisnya. Karena Nabi melarang kita melakukan 

dua perjanjian jual beli dalam satu transaksi.49 

Syarat yang membuat jual beli menjadi tergantung 

misalnya ucapan penjual, “saya jual barang ini kepadamu, kalau 

fulan ridha,” atau ucapan pembeli, “saya akan beli barang ini, kalau 

si fulan sudah datang.” Kedua macam transaksi jual beli itu tidak 

sah menurut kalangan Hanbaliyah. Karena konsekuensinya jual 

beli adalah pemindahan kepemilikan pada saat akad, sementara 

dengan adanya persyaratan demikian, tentu saja tidak mungkin.50 

Kalangan Hanafiyah, mereka menafsirkan larangan syarat 

dalam jual beli itu, bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah 

syarat yang bukan termasuk bagian perjanjian, atau tidak relevan 

dengan perjanjian namun bermanfaat bagi salah satu pihak pelaku, 

bagi orang lain, atau bagi kepentingan objek perjanjian tersebut 

yang menjadi milik orang yang berhak, sementara kebiasaan tidak 

berjalan dengan demikian, dan syariat juga tidak 

mengizinkannya.51 

Berkaitan dengan syarat demi kepentingan salah satu pihak 

yang bertransaksi Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat 

tersebut baik seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat 

bagian yang rusak dijahit dulu”.52 Atau menjual rumah dengan 

syarat si penjual boleh meninggalkannya selama sebulan, atau 

menjual tanah dengan syarat si penjual boleh menanaminya selama 

setahun, atau menjual mobil dengan syarat si penjual boleh 

mengendarainya selama satu minggu, dan sejenisnya. 

Jadi ulama malikiyah melarang jual beli dengan syarat 

apabila syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi jual beli 

atau yang menyebabkan rusaknya harga jual. Kalangan Hanbaliyah 

melarang jual beli dengan syarat apabila syaratnya bertentangan 

dengan konsekuensi perjanjian atau menghilangkan 

konsekuensinya dan persyaratan yang menyebabkan jual beli 

menjadi tergantung, sedangkan ulama Hanafiyah melarang jual beli 

dengan syarat  apabila syarat tersebut bukan termasuk bagian  

                                                           
49 Ibid, h. 96. 
50 Ibid, h. 96. 
51 Ibid, h. 97. 
52 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101. 
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perjanjian atau tidak relevan dengan perjanjian dan bermanfaat bagi 

salah satu pihak namun di dalam kebiasaan tidak berjalan.  Ulama 

hanafiyah memperbolehkan jual beli dengan syarat apabila syarat 

tersebut baik. 

 

b. Dua Perjanjian/Akad dalam Satu Transaksi Jual Beli 

Membuat dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli 

merupakan hal yang dilarang dalam syariat. Diriwayatkan adanya 

sejumlah dalil yang melarang perbuatan tersebut. Yaitu: 

ثَنَا عَبْ  ثَنَا هَنَّادٌ حَدَّ بِِ سَلمََةَ حَدَّ
َ
دِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ أ َمَّ لَيمَْانَ عَنْ مُح دَةح بْنح سح

بِِ 
َ
ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيِّْ فِِ  عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ولح اللََّّ رَيرَْةَ قَالَ نَهََ رسَح هح
 53بَيعَْةٍ 

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman 

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu 

Salamah dari Abu Hurairah RA ia berkata “Rasulullah melarang dua 

akad dalam suatu proses jual beli” Shahih Misykat (2868) dan Al 

Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi). 

 

ح  رَيرَْةَ قاَلَ قاَلَ النَّبُِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ هح
َ
 عَلَيهِْ وسََلَّمَ مَنْ باََ  بَيعَْتَيِّْ فِِ عَنْ أ

ِبَا وْ الري
َ
مَا أ هح وْكَسح

َ
 بَيعَْةٍ فَلهَح أ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

"Barangsiapa yang melakukan dua akad daam satu transaksi jual beli, 

maka baginya harga yang paling sedikit atau riba."  (H.R. Abu 

Daud).54 

                                                           
53Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (digital library, 

2009), h. 12. 
54 Muhammad Nasiruddin al- Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Digital Library, 2008), h. 

55. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang arti dari dua akad 

tersebut. Ada beberapa pendapat, yaitu:55 

1) Artinya adalah, jual beli dengan dua harga, kontan dan 

tertunda dengan harga lebih mahal. Tambahan harga dengan 

menjual barang secara tertunda pembayarannya namun lebih 

mahal dari harga sekarang, perbedaan harga akan membawa 

keterpaksaan dan sedih bagi ekonominya kurang, Rasulullah 

melarang dengan dua harga karena tidak adanya harga standar 

terhadap barang yang dijual.56 Diriwayatkan dari Zainal 

Abidin bahwa beliau menyatakan keharamannya. Yakni 

keharaman menjual suatu lebih mahal dari harga sekarang 

dengan pembayaran tertunda. Penafsiran semacam ini telah 

dibantah oleh mayoritas ulama. Namun bentuk jual beli 

semacam ini, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat 

yang ada, adalah disyariatkan. 

2) Penjualan dengan dua harga, kontan dan kredit, dan harga 

tertundanya lebih mahal, namun tidak dijelaskan. Misalnya 

seorang penjual berkata, “kalau kontan bisa sekian harganya, 

dan kalau dibayar belakangan atau dibeli kredit bisa sekian.” 

Kemudian kedua orang itu berpisah (dari majelis) dengan 

ketidakjelasan tanpa menentukan salah satunya. Alasan 

dilarangnya bentuk jual beli ini ada dua hal, pertama 

ketidakjelasan dan ketidakstabilan harga. Kedua, ada 

kemungkinan terjadinya riba. Alasannya, karena demikian itu 

berarti ia memindahkan kepemilikannya dengan pembayaran 

satu dinar secara kontan dan dengan dua dinar bila dibayar 

secara tertunda. Dan yang pasti menjadi miliknya adalah salah 

satu dari keduanya. Jadi seoalah-olah yang menjadi miliknya 

adalah satu dinar secara kontan, lalu ia tangguhkan 

pembayarannya sehingga berubah menjadi dua dinar secara 

tertunda, lalu ia segerakan pembayarannya sehingga berubah 

menjadi satu dinar saja. 

3) Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, kemudian 

membelinya kembali dengan pembayaran kontan dengan harga 

lebih murah dari harga pertama. Jual beli ini juga disebut 

dengan jual beli inah. Termasuk jual beli yang menjadi 

fasilitator riba. Karena tujuan sebenarnya adalah meminjami 

uang dibayar uang berikut tambahan, sedangkan barang 

dagangan hanya dijadikan mediator untuk melegalisasikan 

bunga. 

                                                           
55 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, h. 99. 
56 Enizar, Hadits Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 119. 
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4) Arti dua perjanjian dalam satu akivitas jual beli adalah 

memberikan syarat sebuah akad lain dalam satu transaksi jual 

beli yang berlangsung. Misalnya si penjual mengatakan, “saya 

akan menjual rumah ini kepada mu dengan harga sekian 

dengan syarat engkau menjual mobilmu kepadaku dengan 

harga sekian.” Tak ada bedanya apakah ditentukan harga dan 

barang yang dimaksud dalam perjanjian kedua ataupun tidak. 

Karena kedua bentuk perjanjian itu tergabung dalam satu 

perjanjian jual beli, dan itu dilarang. Perbuatan itu termasuk 

melakukan dua akad transaksi dalam satu jual beli, dan bahkan 

ini boleh berdasarkan kesepakatan. 

5) Memesan barang berjangka dengan serah terima tertunda. Bila 

telah jatuh tempo, barang itu kembali dijual kepadanya secara 

berjangka pula dengan harga lebih. Penjualan kedua ini 

termasuk dalam jual beli pertama. Maka harus dikembalikan 

kepada yang paling sedikit keuntungannya, yakni penjualan 

pertama. Jual beli semacam ini dilarang menurut kesepakatan 

para ulama. 

Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad (akad lebih 

dari satu) yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba’i) dan 

pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi 

dalam satu transaksi.57 Dalam sebuah hadits disebutkan 

لََ يََلِحي سَلَفٌ وَبَيعٌْ وَلََ شََْطَانِ فِِ بَيعٍْ وَلََ ربِحْح مَا لمَْ تضَْمَنْ وَلََ بَيعْح مَا 
 ليَسَْ عِندَْكَ 

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat 

dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula 

menjual barang yang tidak kamu miliki. (H.R. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, 

Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al Amauth).58 

 

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya 

diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak 

jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi’i memberi 

                                                           
57 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam 

JURNAL SYARI’AH, (Universitas Islam Indragiri Tembilahan), Volume 2, No.2/Oktober 2013, h. 

12. 
58Muhamad Nasruddin Al-albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (digital library, 2009), h. 18. 
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contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, 

dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka 

sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus 

atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena 

seratus yang diterima adalah pinjaman (‘ariyah). Sehingga penggunaan 

manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.59 

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara 

akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua 

akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan 

menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari 

terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena 

seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang 

bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu 

dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. 

Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.60 

c. Menjual Tanggungan dengan Tanggungan 

Menjual tanggungan dengan tanggungan maksudnya menjual 

hutang dengan hutang. Menjual hutang dengan hutang memiliki 

aplikasi yang bemacam-macam. Yaitu:61 

1) Bentuk pertama, menjual harga yang ditangguhan dengan 

pembayaran yang ditangguhkan juga. diantaranya adalah 

menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yag 

                                                           
59Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam 

JURNAL SYARI’AH, h. 12. 
60Ibid, h. 12. 
61 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, h. 103. 
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berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya 

ditangguhkan dari waktu pengguguran, itu adalah bentuk yang 

disebut “silahkan tangguhkan pembayaran hutangmu, tapi 

tambah jumlahnya”, itu adalah bentuk riba yang paling jelas, 

contoh lain penukaran dua hutang uang yang keduanya 

ditangguhkan. Menurut ulama hukum sharf harus sama 

jeisnya dan diserahterimakan secara langsung. Namun bila 

dijual dengan jenis lain harus diserahterimakan secara 

langsung, ketidaksamaan nilai dibolehkan. Serah terima 

asecara langsung merupaka syarat money changer dalam 

segala kondisi, dalam aplikasi ini syarat tersebut tidak ada jadi 

batal. 

2) Bentuk kedua menjual harga yang ditangguhkan dengan 

barang dagangan tertentu yang diserahterimakan secara 

tertund. Bentuk aplikasi ini adalah bila seseorang menjual 

piutangnya kepada orang yang punya hutang dengan barang 

tertentu (missal mobil) yang akan diterima secara tertunda. 

3) Bentuk ketiga, menjual harga yang ditangguhkan dengan 

barang yang digambarkan kriterianya dan diterima secara 

tertunda. Bentuk aplikasi ini adalah seseorang memiliki 

piutang atas seseorang secara tertunda lalu ia membeli dari 

orang yang dihutanginya barang yang digambarkan kriterianya 

dan diterima secara tertunda pula. 

4) Bentuk keempat, menjual barang yang disebutkan kriterianya 

secara tertunda dengan barang yang disebutkan kriterianya 

secara tertunda pulla. Bentuk aplikasinya adalah seseorang 

menjual sejumlah mobil yang digambarkan kriterianya dan 

diserahkan secara tertunda dengan sejumlah freezer yang juga 

digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda juga. 

d. Menjual Barang yang Masih dalam Proses Transaksi Orang atau 

Menawar Barang yang Masih Ditawar Orang Lain.  

Menjual barang yang masih dalam proses transaksi orang atau 

menawar barang yang masih ditawar orang lain Misalnya ada dua 

orang yang berjual beli dan sepakar pada suatu harga tertentu lalu 

sama-sama sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual 

lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga 

yang lebih mahal atau dengan harga yang sama, hanya karena ia 



32 
 

 
 

orang yang berkedudukan, maka si penjual menjual kepada orang 

itu, karena melihat kedudukannya.62 Tidak ada perbedaan pendapat 

dikalangan ulama bahwa itu perbuatan dosa, tapi dapat 

menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan memudharatkannya. 

Seperti sabda Nabi SAW 

مَرَ  ِ بنِْ عح ثنَِِ مَالكٌِ عَنْ ناَفعٍِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا إسِْمَاعِيلح قاَلَ حَدَّ حَدَّ
ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ قاَلَ لََ يبَيِعح  ِ صَلََّّ اللََّّ ولَ اللََّّ نَّ رسَح

َ
مَا أ ح عَنهْح رضََِِ اللََّّ

خِيهِ 
َ
مْ عَََ بَيعِْ أ كح  بَعْضح

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah 

menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar 

radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli 

(sedang ditawar) oleh saudaranya".63 

e. Orang kota menjualkan barang orang dusun 

Hadhirah (kota) adalah lawan dari badiyah (dusun), yamh 

dimaksud dengan istilah diatas menurut mayoritas ulama adalah 

orang kota menjadi calo pedagang orang dusun. Ia mengatakan 

kepada pedagang dusun “kamu jagan menjual barang sendiri, saya 

lebih tau tentang masalah jual beli ini”. Akhirnya pedagang 

bergantung kepadanya, menjual barangnya, dan pada akhirnya ia 

memasarkan dengan harga yang tinggi. 

Harga juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai orang yang 

terlibat dalam transaksi, Islam melarang pelaku ekonomi 

                                                           
62 Deden Kushendar, Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam, (Yurcomp, 2010), h. 126. 
63 Abu Ahmad, Kitab Shahih Bukhari, (Digital library, 2009), h. 56. 
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melakukan percaloan, biasanya calo akan mendapatkan keuntungan 

dari dua belah pihak, kadang calo punya harga lain, harga kadang 

dipengaruhi oleh upaya penahanan barang, sehingga harga barang 

menjadi tinggi.64 

Para ulama sependapat melarang jual beli ini, karena ada dalil 

yang melarangnya: 

يٍ الَْْنَفُِِّ عَنْ عَبدِْ الرَّحَْْنِ  بحو عََِ
َ
ثَنَا أ ِ بْنح صَبَّاحٍ حَدَّ ثنَِِ عَبدْح اللََّّ حَدَّ

ِ بْ  بِِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ثنَِِ أ ِ بنِْ دِينَارٍ قَالَ حَدَّ مَرَ رضََِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نِ عح

نْ يبَيِعَ حَاضٌِِ 
َ
ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ولح اللََّّ مَا قَالَ نَهََ رسَح ح عَنهْح اللََّّ

 لِۡاَدٍ 

“Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Shabbah telah 

menceritakan kepada kami Abu 'Ali Al Hanafiy dari 'Abdurrahman 

bin 'Abdullah bin Dinar berkata, telah menceritakan kepadaku 

Bapakku dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota 

menjual untuk orang desa"65 

خْبَََ 
َ
ُّ بْنح إبِرَْاهيِمَ قاَلَ أ ثَنَا المَْكّيِ رَيٍْ  عَنْ ابنِْ شِهَابٍ عَنْ حَدَّ نِِي  ابْنح جح

ولح  ولح قاَلَ رسَح ح عَنهْح يَقح رَيرَْةَ رضََِِ اللََّّ باَ هح
َ
نَّهح سَمِعَ أ

َ
سَيَّبِ أ سَعِيدِ بنِْ المْح

وا  خِيهِ وَلََ تَنَاجَشح
َ
ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ لََ يبَتَْا ح المَْرءْح عَََ بَيعِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

  يبَعِْ حَاضٌِِ لِۡاَدٍ وَلََ 

“Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim berkata, 

telah mengabarkan kepada saya Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari 

Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Janganlah seseorang membeli apa yang 

sedang dibeli saudaranya dan janganlah kalian melebihkan harga 
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65 Abu Ahmad, Kitab Shahih Bukhari,(Digital library, 2009), h. 67. 
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tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain) dan janganlah 

orang kota menjual buat orang desa". (H. R. Bukhari).66 

Inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang 

dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga 

sesungguhnya di pasar. Mencari harga yang lebih murah tidaklah 

dilarang. Namun jika transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang 

satu memliki informasi yang lengkap (orang kota) dan yang satu tidak 

tahu berapa harga di pasar, maka terjaddilah pendzaliman.67 

Dengan alasan ini lah mayoritas ulama mengharamkan orang 

kota menjualkan barang orang dusun, sementara kalangan Hanafiyah 

menganggapnya makruh tahrim (setingkat diatas makruh dan setingkat 

dibawah haram). 

Menurut mayoritas ulama keharamannya soal yang tidak 

bersifat permanen, seperti mengakibatkan kesulitan atau mengganggu 

orang lain. Namun kalangan Malikiyah dan Hanbaliyah berpendapat 

bahwa perbuatan itu merusak akad.68 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Ibid, h. 68. 
67 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 186. 
68 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, h. 104.. 
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B. Ekonomi Islam 

1. Pengertian ekonomi Islam 

Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi 

(terjemahan dari economics, economic, economy) dan Islam (terjemahan 

Islamic). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima 

yang berari selamat, damai, tunduk, pasarah dan berserah diri. Objek 

penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah 

SWT. Jadi Islam adalah suatu ajaran yang bersifat penyerahan; tunduk dan 

patuh, terhadap perintah-perintah (hukum-hukum Tuhan) untuk 

dilaksanakan oleh setiap manusia.69 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (Greek): oikos dan 

nomos. Oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedang nomos berarti 

aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana 

ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara 

pengelolaan suatu rumah tangga.70 Dalam bahasa Arab ekonomi sering 

diterjemahkan dengan al-iqtishad, yang berarti hemat, dengan 

penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara 

implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, dimana 

anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-

barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota 

keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian 

                                                           
69 Abdul Aziz, Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), h.2.  
70 Deliarnov,Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Rajawali pers, 1997), h. 2. 
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populasinya semakin banyak dan dalam rumah-rumah lalu menjadi suatu 

kelompok (community) yang diperintah oleh satu negara. 

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang diilhami oleh 

nilai-nilai Islam.71  Ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian 

tentang perilaku ekonomi orang Islam representativ dalam masyarakat 

muslim modern.72 Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu 

titik awal yang benar-benar harus kita per hatikan yaitu:73 “eknomi dalam 

Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari 

syariatnya. 

Dawam raharjo,74 memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga 

kemungkinan pemaknaan berikut: 

a. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran 

Islam. 

b. Ekonomi Islam adalah suatu Sistem. Sistem yang menyangkut 

pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau 

Negara berdasarkan cara atau metode tertentu. 

c. Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. 

 

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang 

dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi 

individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau 

penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distibusi, dan 

pemanfaatan barag dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan 

                                                           
71Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, terj. Dari Islamic 

Economic: Theory and Practice oleh Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 19. 
72 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. Islam, Economics, 

and Society oleh M saiful Anam, (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 28. 
73 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 15. 
74 M. Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi 

agama dan filsafat, 1999), h. 19. 
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perundang-undangan Islam (sunatullah). Sistem ekonomi Islam adalah 

Sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari Sistem ekonomi lainnya.  

Adapun yang membedakan Sistem ekonomi Islam denga Sistem 

ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam 

Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tadzoedin, sebagai berikut:75 

a. Asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan 

interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. 

b. Prisip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat 

dengan tetap menjaga kelestarian alam. 

c. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di 

akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang 

luas. 

 

 

2. Tujuan Ekonomi Islam 

Berikut ini adalah beberapa tujuan sistem Ekonomi Islam:76 

a. Pencapaian falah 

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau kebahagiaan 

umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang 

falah amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk pada kebahagiaan 

spiritual, moral, sosio-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. 

Dalam lapangan ekonomi semata, konsep falah merujuk kepada 

kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh karena itu, 

Sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan 

kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang 

merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Bagaimana pun juga 
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tujuan Sistem Islam tetap senantiasa sama sebagaimana yang digariskan 

oleh Al-Qur’an. 

 ِۖ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ح ٱلدَّ َٰكَ ٱللََّّ حۡسِن  وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَ
َ
ِۖ وَأ نۡيَا وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

ح إلََِۡكَِۖ  حۡسَنَ ٱللََّّ
َ
ٓ أ بُِّ  كَمَا َ لََ يَح رۡضِ  إنَِّ ٱللََّّ

َ
 وَلََ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ

فۡسِدِينَ      77 ٱلمۡح
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

dan ljanganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”  

 

b. Distribusi yang adil dan merata 

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat distribusi sumber-

sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan 

merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang 

dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian 

di dalam masyarakat. Al-Qur’an menyatakan: 

رَىَٰ فَ  هۡلِ ٱلۡقح
َ
ولِِۦِ مِنۡ أ َٰ رسَح ح عَََ فاَءَٓ ٱللََّّ

َ
ٓ أ ا ولِ مَّ رۡبَََٰ  للَِّهِ وَللِرَّسح وَلَِِّي ٱلۡقح

ونَ  بيِلِ كََۡ لََ يكَح غۡنيَِاءِٓ  وَٱلََۡتََٰمَََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيِّ وَٱبنِۡ ٱلسَّ
َ
دحولَةَۢ بَيَّۡ ٱلۡۡ

وهح  ذح ولح فَخح مح ٱلرَّسح َٰكح مۡۚۡ وَمَآ ءَاتىَ ِۖ  مِنكح َ واْ ٱللََّّ ْۚۡ وَٱتَّقح وا مۡ عَنۡهح فَٱنتَهح وَمَا نَهَىَٰكح
َ شَدِيدح ٱلۡعِقَابِ  إنَِّ   78 ٱللََّّ

Artinya: “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

                                                           
77 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Qashash ayat 77 , 

(Bandung: Diponegoro, 2005), h. 315. 
78 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Hasyr ayat 7, 

(Bandung: Diponegoro, 2005), h. 436. 
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orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” 

 

Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan 

merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti 

pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, 

penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang 

haram, dan melarang penimbunan. 

c. Tersedianya kebutuhan dasar  

Salah satu yang juga merupakan tujuan penting Sistem ekonomi Islam 

adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan 

tempat tinggal, bagi seluruh warga negara Islam. Tuhan menjamin 

tercukupinya kebutuhan dasar setiap makhluk seperti dalam  

رۡضِ إلََِّ عَََ ٱ وَمَا مِن دَآبَّةٖ 
َ
سۡتَقَرَّهَافِِ ٱلۡۡ هَا وَيَعۡلَمح مح ِ رزِقۡح ۚۡ  للََّّ سۡتَوۡدَعَهَا وَمح

يٞ  بيِّٖ  فِِ كتََِٰبٖ  كح    79 مُّ
Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam 

binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam 

kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” 

 

Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi 

setiap orang yang memerlukannya melalui Sistem keamanan sosialnya 

yang komprehensif. 

 

                                                           
79 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Huud ayat 6, (Bandung: 

Diponegoro, 2005), h. 177, 
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d. Tegaknya keadilan sosial 

Salah satu tujuan utama Sistem ekonomi Islam adalah menegakkan 

keadilan sosial-ekonomi diantara seluruh anggota masyarakat. Seperti 

dalam  

يَّامٖ  وجََعَلَ فيِهَا رَوََٰسَِِ مِن فَوۡقهَِا
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
َٰتَهَا فِِٓ أ قۡوَ

َ
ٓ أ رَ فيِهَا وَبََٰرَكَ فيِهَا وَقَدَّ

ائٓلِيَِّ  سَوَاءٓٗ      80 ليلِسَّ

Artinya: “Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh 

di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar 

makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu 

sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.” 

 

Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi 

semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun terkadang 

distribusinya tidak selalu adil dan merata. Dalam rangka menjadikan 

distribusi sumber-sumber ekonomi adil dan merata, Sistem Ekonomi 

Islam menetapkan Sistem zakat dan sedekah secara terperinci. Negara 

Islam juga dapat memungut pajak, maka distribusi pendapatan dan 

kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan 

tercapai dengan sendirinya. 

e. Mengutamakan persaudaraan dan kesatuan 

Tujuan Sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan 

persatuan di antara kaum muslimin. 

                                                           
80 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Fusshilat ayat 10, 

(Bandung: Diponegoro, 2005), h. 381. 
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ِنۡ خَيۡرٖ لحويسَۡ  نفَقۡتحم مي
َ
ٓ أ ونَِۖ قحلۡ مَا قۡرَبيَِّ  نكََ مَاذَا يحنفِقح

َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ فَللِۡوَ

بيِلِِۗ وَمَا تَفۡعَلحواْ مِنۡ خَيۡرٖ وَٱلََۡتََٰمَََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيِّ  َ بهِۦِ عَليِمٞ فإَنَِّ ٱ وَٱبنِۡ ٱلسَّ  للََّّ
81    

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 

Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 

kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja 

kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya.” 

 

Demikianlah, Sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah dan cara-

cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial 

serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam 

masyarakat. 

f. Pengembangan moral dan materil 

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan materiil 

maupun moral masyarakat muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui 

pajak dan fisiknya, terutama zakat. Zakat dikutip dari si kaya dan 

dikembalikan kepada si miskin dan hal ini akan meningkatkan daya beli 

kaum miskin dan karena itu akan meningkatkan pembelian mereka akan 

barang dan jasa. Kaum industrialis akan memproduksi untuk 

meningkatkan permintaan dan penawaran yang akan mendorong 

memperluasnya penyerapan tenaga kerja, dengan demikian sumber 

                                                           
81 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah All-Baqarah 215, 

(Bandung: Diponegoro, 2005), h. 26. 
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daya insane dan materiil akan digunakan dan pendapatan nasional akan 

meningkat. 

g. Sirkulasi harta 

Tujuan penting dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah 

penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus yang 

dapat dicapai melalui zakat, sedekah juga melalui hukum perwarisan 

dan wasiat. 

h. Terhapusnya eksploitasi 

Untuk mencapai tujuan ini Islam mengambil beberapa cara dan yaitu 

adalah menghapus dan melarang bunga yang barang kali merupakan 

alat eksploitasi manusia yang paling jahat, memberikan kelonggaran 

waktu pada debitur untuk membayar utangnya, dan cara lainnya 

membebaskan budak. 

 

3. Prinsip Ekonomi Islam 

1. Kesatuan (Tauhid) 

Kesatuan membentuk dimensi vertikal dan memiliki jangkauan 

konsekuensi yang jauh terhadap perilaku ekonomi. Karakter manusia 

ekonomi akan berubah sepenuhnya, dan perilakunya memaksimalkan 

daya guna (utility) akan dibatasi tidak hanya oleh “feasible constraint” 

yang biasa itu melainkan juga oleh “allowability constraint” Islam. 

Tentu saja ini memengaruhi kosep “rationality” individu yang 

bersangkutan. Sekalipun manusia itu secara naluri memiliki sifat 
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menyayangi diri sendiri, namun sebagai khalifah Allah di muka bumi 

dan dalam rangka menyadari karakter ketuhanan yang ada dalam 

dirinya, manusia dibekali dengan ‘aql (intelektual), kemauan bebas dan 

petunjuk untuk menegakkan al-‘adl (keadilan). Tidak seharusnya 

manusia hanya memikirkan dirinya sendiri saja, melainkan sesuai 

dengan aksioma tanggungjawab, ia harus menyadari tujuan-tujuan 

sosial pula.82 

2. Kesejajaran/keadilan (al-‘Adl wa al-Ihsan) 

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-‘Adl wa 

al-Ihsan menunjukan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. 

Pada tartan ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi 

aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, 

dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota 

masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam harus 

didahlukan atas sumber daya riil masyarkat. Prinsip Islam mengenai 

keadilan berlaku di segala aspek, termasuk dibidang ekonomi, yaitu 

produksi, distibusi, konsumsi dan pertukaran. Keadilan dapat 

didefinisikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan antar individu 

atau komunitas.83 

Untuk memahami konotasi sosial yang utuh dari konsep 

keseimbangan/kesejajaran dalam Islam, harus dicatat bahwa lawan 

                                                           
82 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis 

Komparatif Terpilih, diterjeemahkan oleh Suherman Rosyidi, dari judul asli Contemporary 

Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67-68. 
83 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terj. Fundamental 

of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi, h. 41-46. 
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dari kata al-‘adl adalah Zulm, yang artinya ketidak-sejajaran sosial 

dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin 

kepada yang kaya. Dari permasalahan tersebut, maka untuk mencapai 

kesejajaran, hak orang miskin dan tertindas harus dikembalikan 

melalui pemerataan distribusi kekayaan dan penghasilan. Keadilan 

tidak berarti kesamaan secara mutlak bahwa semua individu harus 

sama rata. kesetaraan yang mutlak hanya akan menciptakan 

ketidakadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu 

sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan 

kesempatan yang sama utuk dapat berkembang sesuai dengan potensi 

yang dimiliki.84 

Berberda dengan konsep kesatuan yang berdimensi vertikal, 

konsep ini berdimensi horizontal. Kosep ini merupakan konsep etik 

yang fundamental, yang merangkung sebagian besar ajaran etik Islam 

yakni, diinginkannya pemerataan kekayaan dan pendapatan, 

keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, 

keharusan membuat penyesuaian-penyesuaian dalam spectrum 

hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya. 

Dalam konsep ini menekankan untuk menghindari terjadinya 

kezaliman yang terjadi antar sesama manusia.85  

 

                                                           
84 M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah, (CV. Pustaka Setia, 2015), h. 24. 
85 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh M. 

Saiful anam dan M. Ufuqul Mubin, dari judul asli Islam, Economics, and Society, (Jakarta: pustaka 

pelajar, 2009), h. 39-42. 
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3. Kehendak Bebas (Ikhtiyar) 

Prinsip Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seseorang 

telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memiliknya, 

menikamatinya, serta membelanjakan sesuai kehendaknya, namun 

Islam tidak memberi kebebasan tak terbatas untuk lapangan ekonomi. 

Dibidang produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi hanya yang 

halal saja yang diperbolehkan. Dengan memperhatikan halal dan 

haram, seseorang mendapat kebebasan penuh untuk membelanjakan 

hartanya. 

Pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa 

yang menjadi pilihannya, baik itu pilihan yang benar untuk tunduk 

kepada Allah dan mengikuti segala aturan-aturan-Nya dalam 

kehidupannya, manusia juga bisa mengambil pilihan yang salah dan 

tidak sesuai dengan aturan-Nya dan menolak Tuhan. Namun dalam 

konsep Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk 

memilih pilihan yang benar dan berada pada jalur yang benar sesuai 

aturan Allah, bukan kebebasan yang mutlak terhadap apa yang dia 

tentukan sendiri.86 

Kemauan bebas dan kebebasan manusia dipandang sebagai basis 

bagi semua kegiatan sosio-ekonomi. Konsep perwalian itu 

menunjukkan adanya pembatasan pada kebebasan individual. Di dalam 

Islam, sekalipun kemauan bebas dan kebebasan individual itu harus 

                                                           
86 Ibid, h.42-45. 
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dijamin namun hanya dapat dicapai dengan tindakan untuk 

menbebaskan tanggungjawab (sosial) seseorang untuk menolong kaum 

miskin di dalam masyarakat. 87 

4. Tanggung jawab (fard) 

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif 

ditentukan. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang harus 

dicatat sejak awal. Pertama tanggung jawab menyatu dengan status 

kekhalifahan manusia, keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka 

bumi. Ini memerlukan dilakukannya perbuatan-perbuatan baik, yang 

umumnya berbentuk memberi kepada orang yang miskin dan yang 

membutuhkan. Tidak hanya itu, dalam melakukan perbuatan-perbuatan 

baik, manusia bahkan mungkin merelakan harta yang paling dia cintai. 

Dengan demikian, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri 

khususnya dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan 

tanggung jawabnya terhadap orang miskin dalam masyarakat. 

Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat 

sukarela dan tidak harus dicampuradukan dengan pemaksaan. Dengan 

demikian prinsip ini memberikan suatu pengorbanan. Manusia 

memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang 

lain.88 

Aksioma tanggung jawab yang merupakan perluasan dari aksioma 

kemauan bebas diterjemahkan oleh Naqvi ke dalam suatu pola prilaku 

                                                           
87 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis 

Komparatif Terpilih  h.69-70. 
88 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam,  h.46-49. 
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khusus para agen ekonomi dalam suatu masyarakat Islam. Aksioma ini 

membatasi kebebasan individu, yang sekiranya diperlukan untuk 

menegakan al-‘adl (keadilan). Ia melibatkan lebih dari hanya 

kesalingtergantungan fungsi-fungsi guna (kesejaheraan) individual. 

Melainkan suatu komitmen tertentu dan pengorbanan yang tulus untuk 

memperbaiki kehidupan mereka yang kurang beruntung. 

Aksioma ini memiliki tiga implikasi bagi perilaku ekonomi: 

a. Salam menghitung profit margin biaya upah haruslah cocok dengan 

tingkat upah minimum yang diterima secara sosial dan itu berarti 

menentukan batas atas profit margin 

b. Economic return bagi kreditor modal tidak dapat ditetapkan di 

muka, yang berarti bahwa suatu aturan perilaku ekonomi eksplisit 

hendaklah diberlakukan untuk mengatur besar serta seringnya 

ketidakpastian di dalam suatu perekonomian Islam 

c. Islam melarang segala transaksi tak jelas yang disebut gharar, 

dalam transaksi seperti itu, pembeli tidak selalu berada pada posisi 

yang memungkinkan untuk dapat memprediksi konsekuensi 

keuangan secara penuh dari suatu transaksi. Dan hal itu dapat 

meluas menjadi bentuk-bentuk transaksi spekulatif pada 

umumnya.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis 

Komparatif Terpilih   h.70-71. 



 

 

BAB III 

REPURCHASE AGREEMENT (REPO)  

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

A. Repurchase Agreement (Repo) 

1. Pengertian Repurchase Agreement (Repo) 

Transaksi Repo sebagaimana pasal 1 Ayat 1 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 adalah suatu kontrak jual atau beli 

efek dengan janji untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang 

ditetapkan.90 Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai 

dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat 

berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang 

telah ditetapkan lebih dahulu.91 Surat berharga yang sering digunakan 

untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan 

secara diskonto seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau SBIS 

(Sertifikat Bank Indonesia Syariah), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang), 

CD (Certificate Deposit), dan T-Bills.92 

Menurut Fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang REPO 

Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, Repo SBS adalah 

transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga keuangan 

syariah kepada lembaga keuangan lain atau kepada lembaga konvensional 

                                                           
90Peraturan Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 pasal 1 Ayat 1 
91 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  (Yogyakarta: Ekonesia, 2013), h. 

206.  
92Ibid,  h. 206.  
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dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa 

yang akan datang.93 

Berdasarkan uraian di atas repurchase agreement atau biasa 

disebut dengan repo merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang 

ada di pasar uang dengan syarat bahwa penjual berjanji membeli kembali 

surat berharga yang dijualnya dengan harga dan waktu yang telah 

disepakati di awal. Surat berharga yang diperjualbelikan disini adalah surat 

berharga dengan sistem diskonto. Untuk repo syariah surat berharga yang 

direpokan adalah surat berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah. 

 

2. Jenis-jenis Transaksi Repo 

Ada dua macam jenis transaksi Repo yaitu metode sell/buy back 

dan classic repo. Pada transaksi Repo yang menggunakan metode sell/buy 

back, transaksi repo ini dilakukan dengan dasar perpindahan kepemilikan 

surat berharga. Dengan demikian dalam hal penjual surat berharga kepada 

pembeli untuk kemudian dibeli kembali olehnya pada suatu waktu 

tertentu, maka surat berharga telah beralih kepada pembeli pada saat 

transaksi surat berharga. Pada transaksi ini terjadi pemindahbukuan yaitu 

pada starting leg (1stleg) dan pada saat closing leg (2ndleg) yaitu saat jatuh 

tempo.94 

                                                           
93 Fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang REPO Surat Berharga Syariah 

Berdasarkan Prinsip Syariah 
94Trinandan Kristo Marthinus, “Tanggung Jawab Penerima Saham Repurchase 

Agreement (REPO) Dalam Pengembalian Saham pada Transaksi REPO Saham dengan Metode 

Sell/Buy Back REPO” dalam e-journal.  Yogyakarta: Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2/2016. 
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Dalam sell/buy back Repo syariah menggunakan al bai’ (jual beli) 

yang disertai dengan al wa’ad (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia 

dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka 

waktu dan harga tertentu yang disepakati.95 

 Sedangkan classic repo, Dalam transaksi ini, bank peminjam akan 

menyerahkan surat berharga yang dapat berupa Surat berharga kepada 

Bank pemberi pinjaman selama kontrak berlangsung sebagai jaminan 

(underlying) untuk dana yang diterima.96Dalam transaksi ini, kepemilikan 

terhadap surat berharga tidak berubah sehingga peminjam tetap menjadi 

pemilik dari surat berharga yang bersangkutan, sedangkan si pemberi 

pinjaman tidak dapat menggunakan surat berharga yang dimaksud selain 

daripada meyimpannya sebagai jaminan oleh karena ia bukanlah pemilik 

dari pada surat berharga tersebut. 

Dalam classic repo syariah dengan menggunakan SBIS adalah 

transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS 

dengan agunan SBIS (collateralized borrowing) menggunakan akad qard 

yang diikuti dengan rahn97 

Jadi transaksi Repo ada dua jenis yaitu sell/buy back Repo dan 

classic Repo. Sell/buy back repo adalah jual beli surat berharga syariah 

antara Bank Indonesia dan Bank Syariah dimana bank yang menjual surat 

                                                           
95 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

225. 
96Aljefri Febrizarli, dkk, “Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) 

Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuditasya dengan SKEMA Mini Master 

Repurchase Agreement (Mini MRA)”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 10. 

 
97 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 219. 
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tersebut berjanji (al wa’ad) untuk membeli kembali surat berharga yang 

dijual dengan jangka waktu tertentu dan harga telah disepakati. 

Classic repo adalah suatu transaksi pemberian pinjaman oleh Bank 

Indonesia kepada Bank Syariah dengan akad qard yang diikuti dengan 

rahn , dimana Bank Syariah harus memberikan agunan berupa surat 

berharga syariah kepada Bank Indonesia, surat berharga tersebut untuk 

jaminan atas pinjamannya. 

 

3. Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi Repo 

Dalam setiap transaksi Repo melibatkan dua pihak. Pertama, 

penyedia dana (buyer) dan yang kedua pengguna dana (seller). Penyedia 

dana (buyer) mengikat kontrak dengan pengguna dana (seller) dimana 

buyer bersedia membeli efek sesuai kontrak, dan seller secara simultan 

setuju untuk membeli kembali efek yang dijualnya. Pada tanggal yang 

ditentukan dan harga yang sudah pasti.98 

Keuntungan repo untuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 

repo yaitu: 

a. Untuk pemberi pinjaman tunai atau pembeli repo, repo 

menawarkan investasi yang aman karena: 

1) Pemberi pinjaman menerima agunan untuk melindungi risiko 

pengembalian pada peminjam. 

                                                           
98Ferdinand Butarbutar, “Transaksi Repurchase Agreement” dalam Jurnal 

Akuntansi,(Jakarta:Universitas Pelita Harapan), Volume 4, No 2/Mei 2014, h. 94. 
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2) Pemberi pinjaman dapat mendiversifikasi risiko pinjamannya 

dengan mengambil agunan  

3) Collateralisation tidak hanya dapat mengurangi risiko 

pengembalian yang timbul dari pinjaman tetapi juga dapat 

mengurangi risiko likuiditas. Di mana pembeli diberikan agunan 

cair, ia dapat memenuhi kebutuhan likuiditas yang tidak terduga 

selama masa repo dengan menjual agunan kepada pihak ketiga. 

4) menawarkan alternatif atau suplemen untuk pasar surat berharga, 

terutama untuk sekuritas pendapatan tetap. 

b. Untuk peminjam uang tunai atau penjual repo, repo menawarkan 

sumber dana yang murah dan berpotensi lebih banyak, karena 

jaminan yang mereka berikan kepada pemberi pinjaman (pembeli 

repo) mengurangi risiko, serta menawarkan sarana menghasilkan 

pendapatan tambahan. 

c. Bank-bank sentral menggunakan repo untuk melakukan operasi 

kebijakan moneter rutin dan untuk menyediakan likuiditas darurat 

ke pasar di saat krisis. Repo mengurangi risiko pinjaman mereka 

dan menghubungkan mereka ke pasar repo interbank yang aktif di 

mana likuiditas dapat didistribusikan secara efisien ke bank dan 

non bank lainnya.99 

                                                           
99Buku panduan ICMA (International Capital Market Association) yang di unduh di 

https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-

markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/1-what-is-a-repo/, 8 Juli 2018. 

 

https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/1-what-is-a-repo/
https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/1-what-is-a-repo/
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Berdasarkan uraian di atas pihak yang terlibat dalam repo yaitu 

pihak pembeli atau penyedia dana dan pihak penjual atau pengguna dana. 

Tedapat keuntungan baik dilihat dari sisi penjual dan pembeli, mereka 

sama-sama mendapatkan keuntungan. 

 

4. Surat Berharga yang direpo-kan  

a. Treasury Bills 

Treasury Bills atau biasa disingkat T-Bills merupakan instrumen utang 

yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan 

jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal 

yang telah ditetapkan. Instrumen ini umumnya berjangka waktu jatuh 

tempo kurang dari satu tahun. T-Bills dianggap sebagai instrumen 

yang sangat aman karena diterbitkan oleh pemerintah atau biasanya 

bank sentral. Oleh karena itu T-Bills sangat mudah diperjualbelikan 

dan disukai oleh perusahaan-perusahaan, terutama lembaga-lembaga 

keuangan untuk dijadikan sebagai cadangan likuiditas skunder yang 

memberikan hasil. Pada prinsipnya T-Bills disamakan dengan SBI 

yang ada di Indonesia.100 

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan 

uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank 

Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai 

                                                           
100Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan, 

(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 443. 
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piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter 

melalui lelang harian. Melalui penggunaan SBI tersebut, Bank 

Indoesia dapat secara tidak langsung memengaruhi tingkat bunga di 

pasar uang dengan caramengumumkan Stop Out Rate (SOR). SOR 

merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran 

tingkat bunga dari peserta pada lelang harian maupun lelang 

mingguan. Selanjutya, SOR tersebut digunakan sebagai indikator bagi 

tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya. Tujuan 

Bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai 

alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan 

apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain 

atau Bank Indonesia.101 

c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS 

adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu 

pendek dalam mata uang rupiah, SBIS ditujukan sebagai salah satu 

instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.102 

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

Surat berharga pasar uang merupakan surat-surat berharga berjangka 

pendek yang dapat diperdagngkan secara diskonto dengan Bank 

Indonesia atau lembaga diskonto lain yang ditunjuk oleh Bank 

                                                           
101 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekosiana, 2013), h. 206. 
102 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

217. 
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Indonesia. Seperti halnya SBI disamping sebagai piranti pasar uang 

juga merupakan instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka.103 

e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut dengan sukuk 

negara, adalah surat berharga negara yang diterbirkan berdasarkan 

prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset 

SBSN.104 

Jadi, tidak semua surat berharga yang ada di pasar uang dapat 

direpokan. Surat berharga yang dapat direpokan adalahsurat berharga 

yang diperjualbelikan dengan sistem diskonto. Untuk repo syariah 

surat berharga yang digunakan adalah surat berharga yang diterbitkan 

dengan prinsip syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

 

5. Mekanisme repurchase agreement 

Mekanisme atau proses transaksi repo antar bank menurut ketentuan Mini 

MRA (Master Repurchase Agreement) adalah:105 

a. Konfirmasi 

Para pihak yang ingin melakukan suatu transaksi Repo dapat 

disepakati secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya kesepakatan 

                                                           
103 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, h. 206. 
104Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 147. 
105 Aljefri Febrizarli, dkk, “Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) 

Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuditasya dengan SKEMA Mini Master 

Repurchase Agreement (Mini MRA)”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 11. 
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tersebut harus dituangkan secara tulisan dalam suatu konfirmasi 

transaksi penjualan dan pembelian kembali surat berharga. 

b. Settelment penjualan surat berharga (1stLeg) 

Pembeli membeli surat berharga pada tanggal settelment penjualan 

sebesar nilai transaksi penjualan surat berharga. Pembeli wajib 

menyediakan dana sebesar nilai transaksi penjualan surat berharga di 

rekening giro pembeli yang terdapat di BI. Penjual kemudian menjual 

surat berharga pada tanggal settelment penjualan sebesar nilai transaksi 

penjualan surat berharga. Penjual wajib menyediakan surat berharga 

sesuai dengan nominal, jenis dan seri yang disepakati di rekening surat 

berharga penjual yang terdapat di Bank Indonesia. Settelment surat 

berharga (1st leg) dilakukan melalui BI-RTGS106 dan BI-SSSS107 

dengan mekanisme delivery versus payment dan menyatakan berhasil 

apabila BI-SSSS telah memberikan konfirmasi status transaksi berhasil 

kepada masing-masing pihak. Settelment transaksi repo hanya dapat 

dilaksanakan pada hari kerja. Jika suatu kewajiban pembayaran atau 

penyerahan surat berharga sebagaimana ditentukan dalam transaksi 

repo jatuh pada hari libur, maka pemenuhan kewajiban pembayaran 

atau penyerahan surat berharga tersebut dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

                                                           
106Bank Indonesia Real Time Gross Settelment System yang selanjutnya disebut BI-RTGS 

adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya 

dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu. 
107Bank Indonesia-Scripless Securities Settelment System yang selanjutnya disebut BI-

SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan 

penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, 

penyelenggara, dan sistem BI-RTGS 
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c. Settelmen pembelian kembali surat berharga (2ndLeg) 

Dalam proses ini pembeli menjual kembali surat berharga pada tanggal 

setelmen pembelian sebesar nilai pembelian kembali surat berharga. 

Pembeli wajib menyediakan surat berharga sesuai dengan nominal, 

jenis dan seri yang disepakati di rekening surat berharga pembeli yang 

terdapat di BI. Kemudian penjual membeli kembali surat berharga 

pada tanggal settelment pembelian kembali sebesar nilai-nilai transaksi 

pembelian kembali surat berharga di rekening giro penjual yang 

terdapat di BI. Settelment pembelian kembali surat berharga (2ndLeg) 

dilakukan melalui BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVB 

(Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah 

mekanisme setelmen transaksi dengan cara Settelmen SuratBerharga 

dan Settelmen Dana dilakukan secara bersamaan) dan dinyatakan 

berhasil apabila BI-SSSS telah memberikan konfirmasi status transaksi 

berhasil kepada masing-masing pihak.108 

Dari uraian di atas secara umum mekanisme Repo ada tiga tahap, 

yang pertama, konfirmasi, jadi para pihak yang akan melakukan 

transaksi Repo harus melakukan kesepakatan dalam bentuk tulisan 

mengenai pembelian kembali surat berharga, tahap yang kedua, yaitu 

settellment penjualan surat berharga atau biasa disebut first leguntuk 

sel/buy back repo, sedamgkan first leg pada classic repo adalah pinjam 

                                                           
108Aljefri Febrizarli, dkk, “Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) 

Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuditasya dengan SKEMA Mini Master 

Repurchase Agreement (Mini MRA)”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 11. 
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meminjam disertai dengan agunan surat berharga. Pada tahap ini 

penjual menjual surat berharganya/peminjam meminjam dana dengan 

jaminan surat berharga yangsesuai dengan nominal, jenis dan seri yang 

disepakati dan pembeli menyediakan dananya di rekening giro 

(rekening milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di BI), 

settelment first leg ini dilakukan melalui BI-RTGS dan BI-SSSS. 

Tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu settelment second leg. Pada 

tahapan ini penjual membeli kembali atau pembeli menjual kembali 

surat berharganya sesuai dengan kesepakatan(sell buy back repo) atau 

peminjam mengembalikan dananya (classic repo) melalui BI-RTGS 

dan BI-SSSS 

 

1. Contoh mekanisme repurchase agreement (classic Repo) dengan 

menggunakan SBIS 

Transaksi repurchase agreement yang selanjutnya disebut Repo 

SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia 

kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (collateralized 

borrowing). 109 

a. Karakteristik Repo SBIS 

1) Repo SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank 

Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam 

rangka OMS. 

                                                           
109 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

219. 
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2) Repo SBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja 

Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank 

Indonesia. 

3) Repo SBIS dilakukan dengan mekanisme non lelang. 

4)  Pengajuan Repo SBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP. 

5) Jangka waktu Repo SBIS adalah 1 (satu) hari kerja (overnight). 

6) Jumlah hari dalam perhitungan biaya Repo SBIS dihitung 

berdasarkan hari kalender. 

7) Window time Repo SBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB 

sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

8) Bank Indonesia mengumumkan Repo SBIS melalui Sistem BI-

ETP dan atau sarana lainnya sebelum window time Repo SBIS. 

9) Dalam hal terdapat perubahan window time dan tingkat 

imbalan Repo SBIS, Bank Indonesia mengumumkan melalui 

Sistem BI-ETP dan sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia paling lambat sebelum window time Repo SBIS 

dibuka. 

10) Bank Indonesia dapat menutup window time Repo SBIS yang 

diumumkan melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya yang 

ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari 

kerja sebelum penutupan window time tersebut. 

11) Bank Indonesia menetapkan tingkat biaya Repo SBIS. 



60 
 

 
 

12) Bank mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia. 

13) Persyaratan Bank yang dapat mengajukan Repo SBIS sebagai 

berikut: 

a) Berstatus aktif sebagai peserta sistem BI-ETP, BI-SSSS 

dan Sistem BI-RTGS 

b) Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi 

penghentiansementara untuk mengikuti kegiatan OMS; 

c) Harus memiliki rekening giro di Bank Indonesia; dan  

d) Harus memiliki rekening surat berharga pada BI-SSSS. 

14) Persyaratan SBIS untuk Repo SBIS dalam rangka standing 

facilities syariah adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja 

pada saat Repo SBIS jatuh waktu; dan  

b) Tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia. 

15)  Bank hanya dapat mengajukan Repo SBIS paling banyak 

sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) hari 

kerja sebelum tanggal Repo SBIS. 

16)  Bank Indonesia memberikan Repo SBIS kepada Bank paling 

banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan. 

17) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Repo SBIS yang 

diajukan kepada Bank Indonesia. 

18) Bank dilarang membatalkan Repo SBIS yang telah diajukan 

kepada Bank Indonesia. 
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19)  Bank wajib memiliki seri SBIS yang mencukupi dalam 

rekening surat berharga untuk Setelmen Surat Berharga SBIS 

pada tanggal Repo SBIS (first leg). 

20) Bank wajib memiliki dana di rekening giro rupiah yang 

mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada tanggal Repo 

SBIS jatuh waktu (second leg). 

21) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu 

Repo SBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, 

pelaksanaan setelmen pelunasan Repo SBIS dilakukan pada 

hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan Biaya 

Repo SBIS untuk hari libur dimaksud. 

22)  Dalam hal Repo SBIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja 

sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu Repo SBIS 

ditetapkan pada hari kerja berikutnya. 

23) Bank Indonesia menatausahakan Repo SBIS pada rekening 

surat berharga di BI-SSSS. 

24)  Harga SBIS diatur sebagai berikut: 

a) Harga SBIS yang dapat direpokan ditetapkan dan 

diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BISSSS 

atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain 

harga pasar masing-masing seri SBIS. 
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b) Bank Indonesia menetapkan besarnya haircut untuk jenis 

SBIS dalam rangka penentuan nilai setelmen early 

redemption SBIS110 

b. Persyaratan Umum 

1)  Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip Qard yang diikuti 

dengan Rahn. 

2) Bank mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada butir, 

setelah menyampaikan Perjanjian sebagaimana contoh yang 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini dan dokumen 

persyaratan pengajuan Repo SBIS disertai dengan surat 

pengantar.111 

c.  Tata Cara Pengajuan Repo Sbis 

1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Repo SBIS melalui 

Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sebelum window time Repo SBIS. 

2) Pengumuman rencana Repo SBIS mencakup antara lain: 

a) Sarana transaksi 

b) Window time 

c) Tingkat biaya repo SBIS 

d) Jangka waktu 

                                                           
110 Surat Edaran No. 17/45/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi 

Repurchase Agreement Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia Dalam Rangka 

Standing Facilities Syariah, h. 4-6 
111 Ibid, h. 6. 
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e)  Tanggal lelang dan tanggal dan waktu setelmen. 

3) Bank mengajukan Repo SBIS melalui Sistem BI-ETP dalam 

window time yang ditetapkan dengan mencantumkan antara lain 

jumlah nominal Repo SBIS dan seri SBIS yang diagunkan. 

4) Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan 

hasil Repo SBIS: 

a) Secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP antara 

lain berupa nilai transaksi yang diterima dan tingkat Biaya 

Repo SBIS; dan 

b)  Secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa 

nilai nominal yang diterima dan tingkat Biaya Repo SBIS.112 

d.  Setelmen Transaksi 

1) Setelmen first leg 

a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada hari 

transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-

off sistem BI-RTGS. 

b) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan 

BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per 

transaksi (gross to gross) sebagai berikut: 

(1) Setelmen surat berharga, dengan mendebet rekening 

surat berharga sebesar nilai nominal dari seri SBIS yang 

diagunkan. 

                                                           
112 Ibid, h. 8-9 
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(2)  Setelmen dana, dengan mengkredit rekening giro rupiah 

sebesar nilai setelmen first leg Repo SBIS. 

c) Nilai setelmen first leg sebagaimana dimaksud pada butir 

b.2) adalah sebesar nilai Repo SBIS yang nilainya sama 

dengan nilai nominal SBIS yang diagunkan. 

d) Dalam hal Bank tidak memiliki seri SBIS yang mencukupi 

untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga 

mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, maka BI-

SSSS secara otomatis membatalkan Repo SBIS 

e) Atas batalnya Repo SBIS sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter 

Syariah. 

f) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya Repo SBIS 

dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara 

mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 

(satu) kali kegagalan setelmen first leg dalam 1 (satu) hari 

maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) 

kali.113 

2) Setelmen second leg 

a) Pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu BI-SSSS secara 

otomatis melakukan setelmen second leg sejak sistem 

                                                           
113 Ibid, h. 9-11. 
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BIRTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off 

warning sistem BI-RTGS. 

b) Setelmen Dana dilakukan dengan cara mendebet rekening 

giro rupiah sebesar nilai setelmen second leg. 

c) Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit 

rekening surat berharga sebesar nilai nominal SBIS yang 

diagunkan. 

d) Nilai setelmen second leg sebagaimana dimaksud pada huruf 

a adalah sebesar nilai setelmen first leg ditambah biaya Repo 

SBIS. 

e) Dalam hal Bank tidak memiliki dana di rekening giro rupiah 

yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen 

second leg sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai 

dengan sebelum periode cut-off warning BI-RTGS, maka 

BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen second leg. 

f)  Atas batalnya Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada 

huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah. 

g) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya Repo SBIS 

dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara 

mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 

(satu) kali kegagalan setelmen second leg dalam 1 (satu) hari 
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maka ju114mlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) 

kali. 

e. Tata Cara Pengenaan Sanksi 

1) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada butir D.1.d) dan butir D.2.e) dikenakan sanksi berupa: 

a)  Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan; dan 

b) Kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) 

dari nilai nominal yang dibatalkan, paling sedikit sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap 

pembatalan. 

2) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang 

dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 

(enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian 

sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari 

kerja berturut-turut. 

3) Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian 

sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana 

                                                           
114 Ibid 
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dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja 

setelah terjadinya pembatalan transaksi. 

4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud 

dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet rekening giro 

rupiah bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari 

kerjasetelah terjadinya pembatalan setelmen Repo SBIS.115 

Berdasarkan uraian diatas, contoh mekanisme repo jenis classic 

repo dengan menggunakan surat berharga SBIS adalah transaksi 

pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS 

dengan agunan SBIS (collateralized borrowing) menggunakan aqad 

qard diikuti dengan rahn,jadi pihak yang terlibat harus melakukan 

konfirmasi terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan repo SBIS 

yang telah ditentukan kemudian melakukan transaksi Repo melalui BI-

SSSS dan BI-RTGS.Dalam pengembalian dana yang dipinjam oleh 

Bank Syariah jika dilihat dari nilai settlement second leg pada saat repo 

jatuh tempo ada tambahan biaya yang harus diberikan kepada Bank 

Indonesia. Pihak yang meminjam dana kepada Bank Indonesia akan 

diberikan sanksi apabila tidak mengikuti kesepakatan yang ada. 

 

 

 

                                                           
115 Ibid, h. 11-12. 
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2. Contoh Mekanisme Repurchase Agreement (Sell/Buy Back Repo) 

dengan Menggunakan SBSN. 

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank Syariah 

kepada Bank Indonesia dengan janji membeli kembali sesuai dengan 

harga dan jangka waktu yang  disepakati dalam rangka stttanding 

facilities syariah.    

a. Karakteristik Repo Sbsn 

1) Repo SBSN merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank 

Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam 

rangka OMS. 

2) Repo SBSN disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja 

Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank 

Indonesia. 

3) Repo SBSN dilakukan dengan mekanisme nonlelang. 

4) Pengajuan Repo SBSN dilakukan melalui Sistem BI-ETP. 

5) Jangka waktu Repo SBSN adalah 1 (satu) hari kerja (overnight). 

6)  Jumlah hari dalam perhitungan Marjin Repo SBSN dihitung 

berdasarkan hari kalender. 

7) Window time Repo SBSN adalah dari pukul 16.00 WIB sampai 

dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 
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8) Bank Indonesia membuka window time Repo SBSN dengan 

mengumumkannya melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya 

yang ditetapkan Bank Indonesia. 

9) Dalam hal terdapat perubahan window time, seri dan jenis SBSN, 

haircut, atau Marjin Repo SBSN, pengumuman dilakukan 

sebelum window time Repo SBSN. 

10)  Bank Indonesia menetapkan Marjin Repo SBSN. 

11) Bank mengajukan Repo SBSN kepada Bank Indonesia. 

12) Persyaratan Bank yang dapat mengikuti Repo SBSN adalah 

sebagai berikut: 

a) Berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan 

Sistem BI-RTGS 

b) Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk 

mengikuti kegiatan OMS 

c) Harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, dan 

d) Harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS. 

13) SBSN milik Bank yang dapat direpokan adalah:  

a) SBSN Jangka Panjang atau SBSN Jangka Pendek; 

b) Tercatat di BI-SSSS 

c)  Tidak sedang diagunkan; dan 

d) Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja 

pada saat second leg Repo SBSN. 
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14)  Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Repo 

SBSN yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 

15) Bank dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan 

kepada Bank Indonesia. 

16) Bank yang melakukan Repo SBSN wajib: 

a) Memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi dalam 

rekening surat berharga untuk setelmen penjualan SBSN 

secara Repo paling lambat pada saat dilakukan setelmen Repo 

SBSN (first leg); dan 

b) Memiliki dana di rekening giro rupiah yang mencukupi untuk 

setelmen pembelian kembali SBSN pada tanggal Repo SBSN 

jatuh waktu (second leg). 

17) Dalam hal setelah terjadinya Repo SBSN, tanggal jatuh waktu 

Repo SBSN ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, 

pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa 

memperhitungkan Marjin Repo SBSN atas tambahan jangka 

waktu Repo SBSN. 

18) Dalam hal Repo SBSN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja 

sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu Repo SBSN 

ditetapkan pada hari kerja berikutnya. 

19) Bank Indonesia menatausahakan Repo SBSN pada rekening 

surat berharga di BI-SSSS. 
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20) Harga SBSN yang dapat di-Repo-kan ditetapkan dan diumumkan 

oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, atau sarana 

lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar 

masing-masing jenis dan seri SBSN. 

21) Bank Indonesia menetapkan besarnya haircut untuk jenis SBSN 

dalam rangka penentuan nilai setelmen penjualan SBSN. 

22) Haircut adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia 

23) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan Haircut dan 

mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem BI-ETP, 

BISSSS, atau sarana lainnya.116 

b. Persyaratan Umum 

1) Repo SBSN dilakukan dengan menggunakan akad al bai’ (jual 

beli) yang disertai dengan janji (al wa’d) oleh Bank kepada Bank 

Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu 

dan harga tertentu yang disepakati. 

2) Janji (wa’d) Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli 

kembali SBSN dalam rangka Repo SBSN dilakukan dalam 

dokumen yang terpisahterpisahkan dari Surat Edaran Bank 

Indonesia ini. 

3) Bank mengajukan Repo SBSN setelah menandatangani dokumen 

Janji (wa’d) untuk membeli kembali SBSN dalam rangka Repo 

                                                           
116 Surat Edaran No. 17/42/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi 

Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam 

Rangka Standing Facilities Syariah, h. 4-6. 
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SBSN dengan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut 

Dokumen Janji, yang telah dibubuhi meterai cukup dan 

menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada 

Bank Indonesia.117 

c. Pengumuman Dan Pengajuan Repo Sbsn 

1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi Repo SBSN 

melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya paling lambat 

sebelum window time. 

2) Pengumuman Repo SBSN mencakup antara lain: 

a)  Sarana transaksi 

b) Window time 

c) Jenis dan seri SBSN yang dapat di-Repo-kan; 

d)  Marjin Repo SBSN; 

e) Jangka waktu Repo SBSN 

f) Haircut dan tanggal dan waktu setelmen. 

3) Bank mengajukan Repo SBSN kepada Bank Indonesia melalui 

Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan. 

4)  Pengajuan Repo SBSN meliputi antara lain nilai nominal, jenis 

dan seri SBSN yang di-Repo-kan.118 

d. Pengumuman Hasil Transaksi 

Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi Repo SBSN setelah 

window time ditutup dengan cara sebagai berikut: 

                                                           
117 Ibid, h. 6.  
118 Ibid, h. 8. 
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1)  Secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara 

lain berupa nilai transaksi yang diterima dan Marjin Repo SBSN 

dan  

2) Secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa 

nilai nominal yang diterima dan Marjin Repo SBSN.119 

e. Setelmen Transaksi 

1) Setelmen Penjualan SBSN (First Leg)  

a) Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada hari 

transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut off 

Sistem BI-RTGS. 

b) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-

SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi 

(gross to gross) sebagai berikut: 

(1) Nilai setelment first leg dihitung sebagai berikut: 

(a) Dalam hal SBSN jangka pendek 

:𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑔 = 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑆𝐵𝑆𝑁 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑝𝑜𝑘𝑎𝑛 ×

(𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑆𝐵𝑆𝑁 − 𝐻𝑎𝑖𝑟𝑐𝑢𝑡) 

(2) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet rekening 

surat berharga sebesar nilai nominal dari SBSN yang di-

Repo-kan.  

                                                           
119 Ibid, h. 9. 
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(3) Setelmen dana, dengan mengkredit rekening giro rupiah 

sebesar nilai setelmen first leg sebagaimana dimaksud 

dalam angka 1). 

(4) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di 

rekening surat berharga yang mencukupi untuk 

memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan 

kegagalan setelmen first leg maka BISSSS secara 

otomatis membatalkan transaksi Repo SBSN 

(5) Atas batalnya transaksi Repo SBSN sebagaimana 

dimaksud dalam angka 4), Bank dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 

tentang Operasi Moneter Syariah.Terkait dengan 

perhitungan jumlah batalnya transaksi Repo SBSN dalam 

rangka pengenaan sanksi penghentian sementara 

mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 

(satu) kali kegagalan setelmen first leg dalam 1 (satu) hari 

maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 

(satu) kali 

2) Setelmen Pembelian Kembali SBSN (Second Leg) 

a) Pada tanggal Repo SBSN jatuh waktu (second leg) BI-SSSS 

secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak istem 

BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut off 

warning Sistem BI-RTGS. 
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b) Nilai atas setelmen second leg dihitung sebesar: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑙𝑒𝑔

= 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑔 + 𝑚𝑎𝑟𝑗𝑖𝑛   

c) Setelmen dana, dengan mendebet rekening giro sebesar nilai 

setelmen second leg sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 

d) Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit rekening surat 

berharga sebesar nilai nominal SBSN yang di-Repokan. 

e) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro rupiah 

dalam jumlah yang cukup sampai dengan sebelum periode 

cut-off warning Sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis 

membatalkan setelmen second leg. 

f) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf e, pada saat second leg Bank Indonesia mendebet 

Rekening Giro Rupiah sebesar kewajiban pembayaran Marjin 

Repo SBSN. 

g) Atas batalnya transaksi Repo SBSN jatuh waktu (second leg) 

sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang 

Operasi Moneter.  

h) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi Repo 

SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara 

mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapatlebih dari 1 

(satu) kali pembatalan Repo SBSN jatuh waktu (second leg) 
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dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung 

sebanyak 1 (satu) kali.120 

Sama halnya dengan classic repo, sell/buy back repo ini 

menggunakan surat berharga syariah dengan menggunakan BI-RTGS 

dan BI-SSSS hanya saja pada sell/buy back repo akad yang digunakan 

adalah al ba’i atau jual beli dengan ketentuan bahwa surat berharga 

yang sudah dijual dibeli kembali oleh penjual serta jika dilihat pada 

nilai settlementsecond leg pada saat pembelian kembali, penjual 

membeli kembali dengan harga yang sama pada saat menjual ditambah 

dengan margin.  

 

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Repurchase Agreement (Repo) 

Berdasarkan uraian di atas Repo adalah salah satu transaksi jual beli 

yang ada di pasar uang, jenis transaksi repo ini ada dua macam yaitu classic 

repo dan sell/buy back. Dalam transaksi classic Repo, Bank Syariah 

meminjam dana kepada Bank Indonesia (menggunakan akad qard) 

selanjutnya Bank Syariah harus memberikan surat berharga sebagai 

agunan/jaminan untuk dana yang diterimanya (menggunakan akad rahn). 

Berdasarkan hal tersebut akad yang digunakan dalam classic repo 

adalah qard diikuti dengan rahn. Akad qard adalah suatu akad pinjaman dari 

pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang membutuhkan yang dapat 

diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya 

                                                           
120 Ibid, h. 9-12. 
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tambahan atau imbalan yang diminta oleh si pemberi 

pinjaman.121Sedangkanrahn yaitu jaminan terhadap hutang yang mungkin 

dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi hutang baik seluruhnya atau 

sebagian apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya.122 

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa akad yang digunakan dalam 

classic repo lebih dari satu yaitu qard dan rahn. Dalam hadits riwayat 

Tirmidzi  

بِِ سَلمََةَ عَنْ 
َ
وْ عَنْ أ دِ بنِْ عَمْرح َمَّ لَيمَْانَ عَنْ مُح ثَنَا عَبدَْةح بْنح سح ثَنَا هَنَّادٌ حَدَّ حَدَّ

 ِ ولح اللََّّ رَيرَْةَ قاَلَ نَهََ رسَح بيِهح
َ
ح عَلَيهِْ وسََلَّمَ عَنْ بَيعَْتَيِّْ فِِ بَيعَْةٍ أ   صَلََّّ اللََّّ

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan 

kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 

RA ia berkata “Rasulullah melarang dua akad dalam suatu proses jual beli” 

Shahih Misykat (2868) dan Al Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi).123 

Para ulama banyak yang menafsirkanarti dari dua akad tersebut:Arti dua akad 

dalam satu akivitas jual beli yaitu menjual barang dengan harga berbeda 

dengan tunai atau kredit dan arti lain dari dua akad tersebut adalah 

memberikan syarat sebuah akad lain dalam satu transaksi jual beli yang 

berlangsung.124 Misalnya si penjual mengatakan, “saya akan menjual rumah 

ini kepada mu dengan harga sekian dengan syarat engkau menjual mobilmu 

kepadaku dengan harga sekian.” Tak ada bedanya apakah ditentukan harga 

dan barang yang dimaksud dalam perjanjian kedua ataupun tidak. Karena 

                                                           
121 Ismail, Perbankan Syariah, (Kencana: Prenada Media Group, 2011), h. 212. 
122Ibid, h. 209. 
123Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (digital library, 

2009), h. 12. 

 
124Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, h. 99 
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kedua bentuk perjanjian itu tergabung dalam satu perjanjian jual beli, dan itu 

dilarang.125 

Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad (akad lebih dari 

satu) yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba’i) dan pinjaman, dua 

akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu 

transaksi.126 Dalam sebuah hadits disebutkan 

لََ يََلِحي سَلَفٌ وَبَيعٌْ وَلََ شََْطَانِ فِِ بَيعٍْ وَلََ ربِحْح مَا لمَْ تضَْمَنْ وَلََ بَيعْح مَا لَيسَْ 
 عِندَْكَ 

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam 

jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual 

barang yang tidak kamu miliki. (H.R. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 

dan dihasankan Syuaib al Amauth).127 

 

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya 

diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, 

maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi’i memberi contoh, jika 

seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia 

meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu 

tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari 

akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman 

(‘ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari 

jual beli atau pinjaman.128 

                                                           
125Ibid, h. 99. 
126 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam 

JURNAL SYARI’AH, (Universitas Islam Indragiri Tembilahan), Volume 2, No.2/Oktober 2013, h. 

12. 
127Muhamad Nasruddin Al-albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (digital library, 2009), h. 18. 
128Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam 

JURNAL SYARI’AH, h. 12. 
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Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara 

akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu 

jika berlakusendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan 

jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang 

diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, 

lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia 

seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan 

bayaran dua ratus. Di sini iamemperoleh kelebihan dua ratus.129 

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa jenis classic repo bukan 

termasuk dua akad yang dilarang, karena bukan merupakan gabungan antara 

jual beli dan salaf, bukan merupakan dua akad jual beli dalam satu akad jual 

beli dan bukan merupakan dua transaksi dalam satu transaksi.  Pada classic 

Repo akad qard yang digunakan antara Bank Indonesia dengan Bank Syariah 

maksudnya bahwa Bank Indonesia membantu Bank Syariah dalam masalah 

likuiditas Bank Syariah. Kemudian akad rahn digunakan karena Bank 

Syariah yang meminjam dana harus memberikan surat berharga syariah untuk 

dijadikan jaminan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian gagal 

bayar yang dialami Bank Indonesia oleh Bank Syariah. Pada saat 

pengembalian dana oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia ada biaya 

tambahan yang harus diberikan. Biaya tambahan ini bukan merupakan 

tambahan atas hutang yang dipinjam melainkan biaya tambahan simpanan 

                                                           
129Ibid, h. 12. 
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dan pemeliharaan (safe depositbox) atas surat berharga yang diagunkan 

kepada Bank Indonesia.  

Classic repo sangat bermanfaat bagi Bank Syariah dalam menangani 

masalah likuiditasnya, karena dengan instrumen ini Bank Syariah dapat 

meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan agunan surat berharga 

syariah. Dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan, sesuai dengan prinsip 

keadilan dalam ekonomi Islam bahwa masing-masing pihak mendapatkan 

keuntungan yang sesuai. Dilihat dari sisi peminjam (Bank Syariah) 

mendapatkan keuntangan yaitu berupa kemudahan mendapatkan dana 

pinjaman tanpa adanya tambahan pada pokok pengembalian. Dari sisi 

pemberi pinjaman Bank Indonesia melaksanakan tugasnya sebagai bank 

sentral dengan meminjamkan dana dengan agunan surat berharga. Jika Bank 

Syariah tidak mampu melunasi, maka agunan akan dijadikan sebagai alat 

pembayaran hutang. Dengan begitu apabila Bank Syariah tidak mampu 

membayar, Bank Indonesia tetap tidak akan mengalami kerugian. Adanya 

agunan ini seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya untuk 

mengurangi atau meminimalisir risiko gagal bayar oleh Bank Syariah. 

Transaksi classic repo ini terbebas dari unsurgharar (ketidakpastian), 

karena disini jelas dari segi objeknya dapat diserahkan-terimakan yaitu 

berupa surat berharga, dimana surat berharga tersebut sepenuhnya milik bank 

syariah untuk dijadikan jaminan hutang kepada Bank Indonesia. Proses 

transaksinya jelas menggunakan sistem BI-ETP (Bank Indonesia Electronic 

Trading Platform) yaitu sarana untuk melakukan transaksi dengan Bank 
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Indonesia, dan pentransferan dana melalui sistem BI-RTGS, dan 

penatausahaan/settelment surat berharganya melalui sistem BI-SSSS. Dana 

yang dipinjamkan Bank Indonesia ke Bank Syariah sesuai dengan nilai surat 

berharga yang diagunkan. Artinya, Bank Syariah boleh meminjam dana 

senilai dengan surat berharga atau dibawah nominal surat berharga yang 

diagunkan. Tidak boleh meminjam dana lebih dari nilai surat berharga yang 

diagunkan. Transaksi ini juga terhindar dari riba, karena tidak ada tambahan 

pada saat pengembalian pokok pinjaman, yang ada biaya pemeliharaan 

terhadap agunan berupa surat berharga, atau disebut dengan ujrah. Ujrah 

disini digunakan untuk menyewa safe deposite box. Menurut fatwa DSN-

MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa pemeliharaan dan 

penyimpanan barang jaminan/gadai pada dasarnya menjadi kewajiban orang 

yang menggadaikan, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai. 

Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban 

yang menggadaikan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.130Akibat yang 

timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi 

nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses 

kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi penerima barang gadai/jaminan 

mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh 

kedua pihak.131 

                                                           
130 Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Syariah. 
131Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan, h. 392. 
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Selanjutnyatransaksi ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam 

kehendak bebas. Bahwa konsep Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah 

kebebasan untuk memilih pilihan yang benar dan berada pada jalur yang 

benar sesuai aturan Allahuntuk mencari harta, memiliknya, menikamatinya 

tanpa usur riba di dalamnya. Disini para pihak yang melakukan transaksi, 

diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi (tidak ada 

unsur paksaan) selama belum melakukan kesepakatan, karena apabila sudah 

terjadi kesepakatan itu artinya semua pihak sepakat atau berjanji untuk 

melakukan transaksi repo. Jika salah satu wanprestasi maka dikenakan sanksi.    

Pada classic repo, Pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan 

dana yang dipinjamnya, jadi ketika jatuh tempo maka peminjam harus 

bertannggungjawab atas dana yang dipinjamnya, apabila melanggar maka 

dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan 

prinsip tanggungjawab pada ekonomi islam, dimana muslim harus tunduk 

pada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat dengan 

berbuat baik agar dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari 

ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggung jawabnya karena 

manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang 

lain. Dengan begitu apabila seluruh prinsip ekonomi islam terpenuhi maka 

akan terbentuk hubungan vertikal kepada Allah SWT sesuai dengan prinsip 

ketauhidan. 

Jenis transaksi repo yang kedua ini adalah sell/buy back, pada jenis ini 

Bank Syariah menjual surat berharga kepada Bank Indonesia namun ada 
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persyaratan bahwa dalam jangka waktu tertentu surat berharga tersebut akan 

dibeli kembali dengan Bank Syariah dan harga yang telah disepakati. Dalam 

jenis transaksi repo ini ada syarat di dalam jual beli.  

Para ulama telah membagi pensyaratan dalam berbagai transaksi jual 

beli kepada persyaratan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. 

Kalangan Malikiyah memahami larangan syaratyang tidak disyariatkan, 

bahwa syarat disitu adalah yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli 

atau yang menyebabkan rusaknya harga jual.132  Kalangan Hanbaliyah 

menafsirkan syarat yang dilarang itu sebagai syarat yang bertentangan dengan 

konsekuensi perjanjian atau persyaratan yang menghilangkan 

konsekuensinya. Atau persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi 

tergantung.133Kalangan Hanafiyah melarang jual beli dengan syarat apabila 

syarat tersebut bukan termasuk bagian perjanjian atau tidak relevan dengan 

perjanjian dan bermanfaat bagi salah satu pihak namun di dalam kebiasaan 

tidak berjalan.  Berkaitan dengan syarat demi kepentingan salah satu pihak 

yang bertransaksi menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik134 

Dari penjelasan diatas repo sell/buy backadanya syarat yang dibuat 

oleh pihak yang berakad dan pembatasan waktu itu merupakan bagian dari 

akad sehingga bukan termasuk syarat yang dilarang seperti penjelasan para 

ulama di atas. Syarat waktu dalam repo sell/buy back ini untuk menciptakan 

perubahan temporer dalam tingkat cadangan sistem perbankan atau untuk 

merespon sejumlah kejadian yang dianggap oleh bank sentral akan memiliki 

                                                           
132Ibid, 95. 
133Ibid, 95. 
134Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101. 
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efek yang signifikan, tetapi singkat. Misalnya, untuk mendorong 

pertumbuhan uang beredar untuk jangka waktu sementara. Jadi ketika Bank 

syariah merepokan surat berharganya, otomatis Bank Indonesia membeli 

surat berharga tersebut, sehingga uang yang beredar meningkat. Pada saat 

pembelian kembali pada settlement second leg penjual harus membeli 

kembali dengan harga yang sama pada saat menjual ditambah dengan margin.  

Pelaksanaan repo juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah 

dalam rangka standing facilities yaitu fasilitas yang digunakan Bank 

Indonesia dalam rangka operasi moneter syariah melalui operasi pasar 

terbuka syariah. Melalui operasi pasar terbuka ini pemerintah dapat 

mengendalikan inflasi yaitu dengan cara apabila uang yang beredar terlalu 

banyak maka Bank Indonesia dapat merepokan surat berharganya sehingga 

Bank Syariah membeli surat berharga Bank Indonesia. Dengan pembelian 

surat berharga tersebut maka mengurangi jumlah uang yang beredar.  

Dari penjelasan di atas repo syariah ini sangat memberikan manfaat 

baik dari sisi penjual dan pembeli sehingga dalam transaksi ini tidak ada yang 

dirugikan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bahwa 

masing-masing pihak yang bertransaksi mendapatkan keuntungan yang 

sesuai. Pihak Bank Syariah menjual surat berharga kepada Bank Indonesia 

dengan syarat Bank Indonesia harus menjual kembali ke Bank Syariah 

dengan harga beli ditambah margin. Dengan begitu Bank Indonesia 

mendapatkan keuntungan berupa margin dan bantuan untuk melaksanakan 

kebijakan moneter dalam rangka pengendalian inflasi dengan mengatur uang 
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yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga di pasar uang 

dengan mekanisme sell/buy back repo. Sedangkan Bank Syariah sebagai 

penjual biasanya menjual surat berharga tersebut untuk memperbaiki 

likuiditasnya sehingga dengan menjual surat berharga dengan mekanisme 

repo ini bank syariah mendapatkan dana dalam waktu singkat, selain itu 

apabila sudah jatuh tempo maka surat berharga yang dijual bank syariah dapat 

dimiliki lagi untuk sarana investasi. 

Dalam melakukan transaksi repo ini terbebas dari unsur gharar 

(ketidakjelasan) maupun riba karena objek jual beli jelas berupa surat 

berharga dan sepenuhnya milik Bank Syariah. Akad yang digunakan yaitu 

akad al-bai atau akad jual beli dimana terjadi pemindahan kepemilikan atas 

surat berharga dari penjual kepada pembelidengan keuntungan berupa 

margin.Bank Syariah menjual surat berharga kepada Bank Indonesia, 

kemudian ketika jatuh tempo (waktu yang telah disepakati untuk membeli 

kembali) Bank Syariah membeli surat berharga dari Bank Indonesia dengan 

harga awal (harga pada saat menjual surat berharga) ditambah margin.Proses 

transaksinya jelas, Sama seperti classic repo transaksi dana melalui sistem BI-

RTGS dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS. 

Transaksi Repo ini sesuai dengan prinsip kehendak bebas bahwa 

konsep Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk memilih 

pilihan yang benar dan berada pada jalur yang benar sesuai aturan Allah 

untuk mencari harta, memiliknya, menikamatinya dengan terbebas dari riba. 

Disini para pihak yang melakukan transaksi, diberi kebebasan untuk 
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melakukan atau tidak melakukan transaksi (tidak ada unsur paksaan) selama 

belum melakukan kesepakatan, karena apabila sudah terjadi kesepakatan itu 

artinya semua pihak sepakat atau berjanji untuk melakukan transaksi repo. 

Jika salah satu wanprestasi maka dikenakan sanksi.   

Dalamsell/buy back pihak pembeli yang membeli surat berharga harus 

menjual surat berharga tersebut kepada pihak yang sama pada saat jatuh 

tempo, itu artinya pada saat jatuh tempo pihak pembeli bertanggungjawab 

untuk menyediakan surat berharga yang ia beli sebelumnya untuk dijual 

kepada yang menjual surat berharga tersebut, dan pihak yang menjual 

bertanggungjawab memenuhi janjinya untuk membeli kembali surat berharga 

yang ia jual. seperti halnya classic repo apabila melanggar perjanjian maka 

akan dikenakan sanksi. Hal ini selaras dengan prinsip tanggungjawab pada 

ekonomi islam, dimana muslim harus tunduk pada Allah dan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat dengan berbuat baik agar 

dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamakan dan 

kerakusan dengan melaksanakan tanggung jawabnya karena manusia 

memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. 

Dengan begitu apabila seluruh prinsip ekonomi islam terpenuhi maka akan 

terbentuk hubungan vertikal kepada Allah SWT sesuai dengan prinsip 

ketauhidan. 

Terkait dengan rukun dan syarat, pertama ditinjau dari segi orang 

yang berakad. Pada transaksi repo baik itu classic repo maupun sell/buy back 

pihak yang melakukan akad (Bank Indonesia dan Bank Syariah)  sudah jelas 
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adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat yang dapat memilih baik 

dan buruk dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya karena keduabelah pihak 

sama-sama saling membutuhkan. Jadi dari segi pihak yang berakad repo telah 

sesuai dengan ketentuan. 

Kedua, ditinjau dari segi sighat akad, pada transaksi repo jenis classic 

repo akad yang digunakan akad qard diikuti dengan rahn atau akadnya lebih 

dari satu. Namun, seperti yang sudah dijelaskan bukan merupakan dua akad 

yang dilarang melainkan multi akad yang membangun akad satu dengan 

lainnya. Dan pada sell/buy back repo adanya syarat bahwa barang yang dijual 

harus dibeli kembali dengan harga dan waktu yang sudah ditetapkan 

merupakan salah satu kegiatan pengendalian inflasi itu artinya tujuannya 

mengandung kemaslahatan baik untuk pihak yang berakad maupun untuk 

negara dalam segi moneter. 

Ketiga, ditinjau dari segi objek transaksi, repo menggunakan surat 

berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah, yaitu Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang 

merupakan hak milik penuh si penjual. Itu artinya objek transaksi repo sesuai 

dengan rukun dan syarat. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang sudah dijelaskan pada 

latar belakang, dan dari hasil penelitian ini, maka dapat dirumuskan simpulan 

sebagai berikut: Repurchase agreement (REPO) adalah salah satu transaksi 

yang ada di pasar uang, repo terdiri dari dua jenis yang pertama adalah classic 

repo, classic repo adalah transaksi dimana Bank Syariah meminjam dana 

kepada Bank Indonesia dengan surat berharga sebagai agunannya. Dimana 

akad yang digunakan yaitu qard diikuti dengan rahn. Dalam transaksi ini 

penggunaan multi akad diperbolehkan karena bukan termasuk multi akad yang 

dilarang syara. Dan pada pengembalian dana oleh Bank syariah ada biaya 

tambahan yang harus dibayarkan, biaya tambahan itu bukan merupakan biaya 

tambahan atas hutang melainkan biaya untuk pemeliharaan (safe deposit box) 

untuk agunan surat berharga. Transaksi repo juga telah sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. 

Jenis repo yang kedua adalah sell/buy backrepo yaitu transaksi jual 

beli surat berharga dimana ada syarat bahwa penjual akan membeli kembali 

surat berharga pada waktu dan harga yang telah disepakati. Syarat yang ada 

dalam repo jenis ini merupakan bagian dari akad dan mendukung kelancaran 

akad bukan syarat yang bertentangan dengan syara. Pelaksanaan repo juga 

merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka standing facilities 

pada kebijakan moneter.  
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B. Saran 

1. Pihak Bank Indonesia dan Bank Syariah dalam melakukan transaksi repo 

senantiasa menjaga dan berpegang pada ketentuan syariah. 

2. Pihak Bank Indonesia dan Bank Syariah dalam mengembangkan 

produknya harus senantiasa mengacu pada ketentuan syariah. 

3. Pihak Bank Indonesia dan Bank syariah berperan aktif dalam kebijakan 

moneter harus sesuai dengan ketentuan syariah. 
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Hani Anisah adalah putri tunggal dari 

pasangan Bapak Sajuhri dan Ibu Iis Khodijah. 

Perempuan kelahiran Nambahrejo, 15 November 

1994 ini merupakan Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah IAIN Metro Lampung. Ia dan orang tuanya 

tinggal di Desa Nambahrejo, Kecamatan Kotagajah, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Hani Anisah yang lebih akrab dipanggil Hani ini mengenyam pendidikan 

sekolah dasar di SDN 03 Nambahrejo dan menyelesaikannya pada tahun 2007. 

Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar, Hani melanjutkan di 

SMPN 01 Punggur dan menyelesaikannya pada tahun 2010. Kemudian 

melanjutkan ke SMAN 01 Punggur dan menyelesaikannya pada tahun 2013. 

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, Hani tidak langsung 

melanjutkan studinya, dikarenakan Ibunya sedang menjalani operasi dan selama 

kurang lebih 3 bulan harus menunggu Ibuya pulih kembali. Akhirnya Hani 

menunda studinya selama 1 Tahun. Pada tahun 2014, Hani mendaftar ke Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Program Studi 

Ekonomi Syariah yang sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Metro, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  


